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Motto dan Persembahan 
 
Motto : 
Hidup adalah perjuangan, setiap perjuangan memerlukan pengorbabab, 
setiap pengorbanan yang ikhlas akan menghasilkan keberkahan dan 





1. Kedua orang tuaku tersayang yang telah merawat dan 
membesarkanku seperti saat ini. 
2. Saudara-saudara dekat ku yang selalu menemani dan 
mendo’akan ku. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentu-bentuk nusyuz 
yang terjadi di masyarakat Kota Bengkulu dan untuk mengetahui nusyuz dapat 
dijadikan alasan untuk terjadinya perceraian menurut Hukum Islam dan Undang-
undang Perkawinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris. Data 
yang digunakan adalah data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan 
pengumpulan data sekunder. Data yang telah ada tersebut kemudian dilakukan 
analisis. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa bentuk nusyuz suami yang menjadi penyebab perceraian di 
Pengadilan Agama Klas I A Bengkulu adalah meliputi suami melalaikan 
kewajiban memberikan nafkah lahir dan batin terhadap isteri secara layak, suami 
melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan suami menikah lagi tanpa 
persetujuan isteri dan sedangkan nusyuz isteri adalah keluarnya isteri dari garis 
ketaatan terhadap suaminya misalnya isteri melalaikan kewajiban terhadap suami, 
atau segala bentuk kecurangan isteri terhadap suaminya, segala hal yang bertolak 
belakang dengan perilaku baik dan menyerahkan dirinya dan segala hal yang 
dikategorikan sebagai bentuk kerusakan dalam agama dan akhlaknya. Faktor yang 
menjadi alasan hakim dalam mempertimbangkan nusyuz suami sebagai penyebab 
perceraian bagi suami isteri di Pengadilan Agama Klas I A Bengkulu pada 
Perkara Nomor : 0187/Pdt.G/2009/PA.Bn. dan Nomor : 0220/Pdt.G/2013/PA Bn 
adalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, penyebabnya, 
suami selingkuh. Suami juga sering melakukan kekerasan (memukul) dan sering 
marah-marah tanpa alasan kepada isteri. Suami menikah lagi dengan perempuan 
lain tanpa sepengetahuan isteri dan suami tidak memberi nafkah lahir maupun 
bathin terhadap isteri. 
 





















This study aims to identify and analyze form nusyuz that occurred in Bengkulu 
City community and to know nusyuz can be used as a reason for divorce 
according to Islamic Law and the Marriage Law. This study uses empirical legal 
approach. The data used are primary data obtained through interviews and 
secondary data collection. The existing data are then analyzed. The data were 
analyzed descriptively qualitative. The results showed that the shape nusyuz is the 
cause of divorce in Religion Court Bengkulu Class I A husband is covering 
malpractice providing a living inwardly and outwardly against the wife properly, 
the husband of domestic violence and the husband to marry again without the 
consent of the wife. Factors that be the reason the judge in considering nusyuz 
husband as a cause of divorce for husband and wife in the Religious Class I A 
Bengkulu on Case Number: 0187 / Pdt.G / 2009 / PA.Bn. and No. 0220 / Pdt.G / 
2013 / PA Bn are frequent disputes and quarrels constantly, cause, cheating 
husband. Husband also often use violence (hitting) and often angry without 
reason to the wife. Husband remarried with another woman without the 
knowledge of the wife and the husband has not given birth and spiritual on the 
wife. 
 





A. Latar Belakang 
Menurut kodratnya manusia itu selalu hidup bersama (berkelompok). 
Dalam perkembangan sejarah manusia tak terdapat seorang pun yang hidup 
menyendiri, terpisah dari kelompok manusia lainnya, kecuali dalam keadaan 
terpaksa dan itupun hanyalah untuk sementara. Menurut Abdul Ghofur 
Anshori bahwa manusia adalah “suatu makhluk yang bebas tidak dapat 
dibuktikan secara matematis, tetapi dapat dibenarkan berdasarkan pengalaman 
sendiri. Dasar kebebasan manusia adalah bahwa ia mempunyai suatu 
pandangan yang luas atas beberapa kemungkinan yang ada pada dirinya 
sendiri maupun pada lapangan tindakannya”.1 
Manusia pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan 
sesama manusia lainnya, jadi makhluk yang suka bermasyarakat, oleh karena 




 Menurut Akhmad Muslih, masyarakat adalah 
: 
Sejumlah orang yang berdiam pada suatu wilayah, manusia sebagai 
anggota masyarakat terikat oleh suatu nilai-nilai, budaya dan norma 
baik masyarakat yang masih tradisional maupun masyarakat yang 
                                                 
1
 Abdul Ghofur AAnshori, 2006, Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan, 
Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. Hlm. 116. 
2
 C.S.T. Kansil, 1989. Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Ilmu Tata Hukum 
Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, Hlm. 29. 
1 
 2 
sudah modern. Wilayah yang didiami masyarakat biasanya atau 
lazimnya dalam kewenangan suatu negara.
3
  
Dalam kehidupan bermasyarakat terjadi interaksi antara individu 
dengan individu lainnya, kelompok dengan kelompok lainnya dan seterusnya. 
Hubungan tersebut dapat menimbulkan hak dan kewajiban antara satu dengan 
yang lainnya. Hubungan yang menimbulkan hak dan kewajiban itu telah diatur 
dalam peraturan hukum yaitu yang disebut hubungan hukum. Salah satu 
hubungan hukum adalah melakukan perkawinan. Menurut Sirman Dahwal, 
bahwa : 
Perkawinan merupakan salah satu lembaga yang sangat penting dalam 
kehidupan manusia. Oleh karena itu, setiap manusia yang normal dan 
telah dewasa pasti akan mendambakan perkawinan. Akan tetapi, dalam 
melaksanakan perkawinan itu tidak bisa dengan cara serampangan 
seperti hewan atau binatang karena perkawinan bagi manusia 
mempunyai tata cara dan aturan yang ditentukan oleh hukum, baik 
dalam hukum Islam (syari‟at) maupun hukum positif.4 
 
Menurut Wirjono Prodjodikoro, sudah menjadi kodrat alam, bahwa 
dua orang manusia dengan jenis kelamin berlainan, seorang perempuan dan 




Persoalan perkawinan adalah persoalan yang selalu aktual dan selalu 
menarik untuk dibicarakan, karena persoalan ini bukan hanya menyangkut 
tabiat dan hajat hidup manusia yang asasi saja tetapi juga menyentuh suatu 
lembaga yang luhur dan sentral yaitu rumah tangga. Luhur, karena lembaga ini 
                                                 
3
 Akhmad Muslih, 2012, Kedudukab Peraturan Kebijakan Dalam Peraturan 
Perundang-Undangan Kajian Khusus Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) Kompilasi Hukum 
Islam, Citra Grafika, Jakarta, Hlm. 2. 
4
 Sirman Dahwal, 2016, Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan 
Praktinya Di Indonesia, CV. Mandar Maju, Bandung. Hlm. 74. 
5
 Wirjono Prodjodikoro, 1991, Hukum Perkawinan Di Indonesia, Sumur, Bandung. 
Hlm. 7. 
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merupakan benteng bagi pertahanan martabat manusia dan nilai-nilai yang 
luhur dan sentral. 
Lembaga perkawinan merupakan pusat bagi lahir dan tumbuhnya 
kehidupan manusia. Perkawinan mempunyai peranan dan kunci awal dalam 
mewujudkan kedamaian dan kemakmuran di bumi ini, maka urusan atau 
masalah tersebut mendapatkan pengaturan yang sangat jelas dan rinci. Oleh 
karena itu, diharapkan semua pihak yang terlibat di dalamnya, khususnya 
suami isteri, memelihara dan menjaganya secara sungguh-sungguh dan penuh 
tanggung jawab. 
Untuk memahami konsep perkawinan, maka rujukan yang paling sah 
dan benar diatur di dalam ajaran agama dan di dalam hukum positif diatur di 
dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan 
rujukan ini akan didapat penjelasan tentang aspek-aspek perkawinan maupun 
beberapa penyimpangan dan pergeseran nilai perkawinan yang terjadi di 
masyarakat. 
Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
disebutkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang 
pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk 
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 
Maha Esa. Perkawinan bertujuan untuk memperoleh keturunan yang sah dan 
menemukan rasa kasih sayang. Dengan demikian, pernikahan bukan hanya 
semata-mata untuk memenuhi kebutuhan biologis saja, tetapi juga berfungsi 
sebagai ibadah kepada Allah Swt. 
 4 
Allah Swt, telah mensyari‟atkan perkawinan kepada hamba-Nya untuk 
memperlihatkan sebagian tanda-tanda kebesaran-Nya supaya suami-isteri 
yang berada dalam ikatan perkawinan itu saling cinta mencintai dan saling 
sayang menyayangi. Firman Allah Swt, dalam surat Ar-Ruum ayat (21), yang 
artinya : 
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih 
dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. 
 
Dari ayat di atas, jelaslah bahwa perkawinan itu ialah untuk menjalin 
kasih sayang di antara suami-isteri. Oleh karena itu, norma-norma 
kebersamaan di dalam     kehidupan rumah tangga, suami-isteri mempunyai 
kewajiban masing-masing. Apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya 
bisa terjadi masalah di dalam kehidupan rumah tangga. Permasalahan ini bisa 
dalam bentuk perselisihan (pertengkaran) terus-menerus dan akhir dari 
perselisihan ini apabila sudah tidak dapat diselesaikan adalah terjadinya 
pemisahan hubungan berumah tangga atau perceraian antara suami-isteri. 
Perceraian menurut bahasa berarti membuka ikatan. Sedangkan 
menurut syara‟ perceraian berarti “membuka aqad nikah dengan menggunakan 
lafadz talak”. Sayyid Sabiq menyatakan bahwa : 6 
Perceraian merupakan perbuatan yang diperbolehkan tetapi merupakan 
perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Swt, sebagaimana hadistt 
Rasulullah Saw., yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah, 
yang artinya : “Dari Ibnu Majah r.a. dia berkata, Rasulullah Saw., 
bersabda : Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah Swt ialah 
talak atau perceraian”. 
                                                 
6
 Sayyid Sabiq, 1980, Fiqhus Sunnah, PT. Alma‟arif, Bandung. Hlm. 9. 
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Secara umum perceraian berarti suatu cara menyelesaikan masalah 
yang dibenarkan syara‟ kepada seorang suami terhadap isterinya. Hal ini 
dilaksanakan setelah menempuh segala usaha dengan semaksimal mungkin 
dalam memecahkan problem-problem yang tidak teratasi lagi. 
Salah satu perceraian yang sering terjadi di kalangan suami-isteri 
adalah disebabkan oleh nusyuz. Dalam istilah fiqih, nusyuz berarti “durhaka”, 
yaitu jika isteri atau suami telah meninggalkan kewajiban-kewajibannya. Dari 
pihak isteri, nusyuz ialah jika isteri meninggalkan rumah tanpa izin suami 
dengan maksud membangkang kepada suami. Dari pihak suami, nusyuz ialah 
“bertindak keras kepada isteri, tidak menggaulinya dan tidak pula memberikan 
nafkah atau sikap acuh tak acuh kepada isteri”.7 Allah Swt, berfirman di dalam 
surat An-Nisaa ayat (34), yang artinya : 
Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena 
Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian 
yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan 
sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah 
yang taat kepada Allah lagi memelihara diri
8
 ketika suaminya tidak 
ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)
9
. Wanita-wanita 
yang kamu khawatirkan nusyuznya,
10
 maka nasehatilah mereka dan 
pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. 
Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-
cari jalan untuk menyusahkannya
11
. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi 
lagi Maha Besar. 
                                                 
7
 Mujieb, dkk., 1994, Kamus Istilah Fiqih, Pustaka Firdaus, Jakarta. Hlm. 251-252. 
8
 Maksudnya: Tidak berlaku curang serta memelihara rahasia dan harta suaminya. 
9
 Maksudnya: Allah telah mewajibkan kepada suami untuk mempergauli isterinya 
dengan baik. 
10
 Nusyuz: yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. Nusyuz dari pihak isteri 
seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. 
11
 Maksudnya: untuk memberi pelajaran kepada isteri yang dikhawatirkan 
pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah 
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Ayat di atas menjelaskan bahwa jika isteri nusyuz, hendaklah suami 
menasihatinya dengan baik. Jika tidak ada perubahan, hendaklah suami 
berpisah ranjang. Jika masih tidak ada perubahan, boleh dipukul tetapi yang 
tidak membahayakan. Jika tetap tidak ada perubahan, hendaklah diserahkan 
kepada juru pendamai (hakam) dari kedua belah pihak untuk memutuskan cara 
yang terbaik. Firman Allah Swt, di dalam surat An-Nisaa ayat (35) yang 
artinya : 
Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka 
kirimlah seorang hakam
12
 dari keluarga laki-laki dan seorang hakam 
dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud 
mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-
isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. 
 
Jika perdamaian tidak juga dapat dicapai, jalan terakhir adalah 
serahkan kepada hakim untuk memutuskan perkaranya. Hal ini kadangkala 
mengakibatkan terjadinya perceraian antara suami-isteri. Berdasarkan hasil 
pra penelitian di Pengadilan Agama Klas IA Bengkulu, diketahui bahwa 
permohonan gugatan cerai yang diajukan oleh isteri terhadap suami ditahun 
2015 sebanyak 50 gugatan cerai dan gugatan tersebut telah diputus oleh 
Pengadilan. Inilah salah satu penyebab terjadinya perceraian yang akan 
penulis tuangkan dalam skripsi yang berjudul : “Perceraian Disebabkan 
Nusyuz Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan”. 
 
B. Identifikasi Permasalahan 
                                                                                                                                     
dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul 
mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Bila cara pertama telah ada 
manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya. 
12
 Hakam ialah juru pendamai. 
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Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang 
akan dibahas adalah : 
1. Bentuk-bentuk nusyuz seperti apakah yang terjadi di masyarakat Kota 
Bengkulu ? 
2. Apakah nusyuz dapat dijadikan alasan untuk terjadinya perceraian menurut 
Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan ? 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan penelitian 
a. Untuk mengetahui bentu-bentuk nusyuz yang terjadi di masyarakat 
Kota Bengkulu. 
b. Untuk mengetahui nusyuz dapat dijadikan alasan untuk terjadinya 
perceraian menurut Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan. 
2. Kegunaan penelitian 
a. Kegunaan teoritis 
1) Untuk memperluas serta memperkaya ilmu pengetahuan penulis 
mengenai hukum perdata khususnya hukum perkawinan. Melalui 
penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai bahan acuan 
dan pertimbangan dalam melakukan penelitian yang berhubungan 
erat dengan hukum perkawinan sehingga tergalinya permasalahan-
permasalahan baru yang belum terungkap secara lugas dalam 
penelitian-penelitian yang dilakukan pada waktu sebelumnya. 
b.  Kegunaan praktis 
 8 
1) Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan  
pemikiran bagi pemerintah dan praktisi hukum sebagai bahan 
pertimbangan, dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang 
berkenaan dengan hukum perkawinan. 
2) Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan kepada 
semua pihak khususnya bagi para mahasiswa dan masyarakat pada 
umumnya yang ingin memperdalam pengetahuannya tentang 
hukum khususnya mengenai hukum perkawinan. 
 
D. Kerangka Pemikiran 
1. Pengertian dan Dasar Hukum Nusyuz 
Menurut Dahlan Abdul Aziz, nusyuz adalah “sikap tidak patuh dari 
seorang di antara suami isteri. Arti kata nusyuz dalam pemakaiannya 
berkembang menjadi durhaka (al‟isyan) atau tidak patuh sebagai lawan 
kata dari qunut (senantiasa patuh)”.13 
Ibnu Mansur, sebagaimama dikutif oleh Dahlan Abdul Aziz, 
menyatakan bahwa “nusyuz sebagai rasa kebencian salah satu pihak 
(suami atau isteri) terhadap pasangannya”.14 
Wahbah Az-Zuhaili, sebagaimama dikutif oleh Dahlan Abdul Aziz, 
menyatakan bahwa “nusyuz sebagai ketidakpatuhan salah satu pasangan 
                                                 
13
 Dahlan Abdul Aziz, 2006, Ensiklopedia Hukum Islam jilid 4, PT. Ichtiar van 




terhadap apa yang seharusnya dipatuhi dan/atau rasa benci terhadap 
pasangannya”.15 
Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, menyatakan bahwa 
“kedurhakaan yang dilakukan oleh seorang isteri terhadap suami atau 
sebaliknya. Hal ini bisa terjadi dalam bentuk pelanggaran perintah, 
penyelewengan dan hal-hal yang dapat mengganggu keharmonisan rumah 
tangga”.16 
Adapun dasar hukum nusyuz terdapat di dalam Al-Qur‟an surat 
An-Nisaa ayat (34), (35), An-Nisaa ayat (128), yang artinya : 
Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz
17
 atau sikap tidak 
acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya 
mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya,
18
 dan perdamaian 
itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut 
tabiatnya kikir
19
. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara 
baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka 
sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu 
kerjakan. 
 
Selain di dalam Al-Qur‟an dasar hukum nusyuz juga terdapat di 
dalam hadist Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang artinya 
sebagai berikut : 




 Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004, Hukum Perdata Islam Di 
Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih UU No. 1/1974 sampai KHI), 
Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Hlm. 209-210. 
17
 Lihat arti nusyuz dalam no. [291]. Nusyuz dari pihak suami ialah bersikap keras 
terhadap isterinya; tidak mau menggaulinya dan tidak mau memberikan haknya. 
18
  Seperti isteri bersedia beberapa haknya dikurangi asal suaminya mau baik 
kembali. 
19
 Maksudnya: tabi'at manusia itu tidak mau melepaskan sebahagian haknya kepada 
orang lain dengan seikhlas hatinya, kendatipun demikian jika isteri melepaskan sebahagian 
hak-haknya, maka boleh suami menerimanya. 
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Dari Umar bin Ahwash, bahwa ia ikut serta dalam haji wadah 
bersama Nabi Saw., (dimana Nabi Saw) kemudian memuji kepada 
Allah dan menyanjung-Nya, berdzikir dan memberikan wejangan, 
lalu ia bersabda : “Berpesanlah yang baik kepada perempuan-
perempuan karena sesungguhnya mereka itu terhadap kamu adalah 
(ibarat) orang-orang tawanan, dimana kamu tidak menguasai 
mereka itu sedikitpun selain itu, kecuali kalau mereka itu 
melakukan kekejian yang terang. Maka jika mereka itu 
melakukannya, maka jauhilah mereka itu dari tempat tidur 
(mereka) dan pukullah dengan pukulan yang tidak membahayakan, 
kemudian kalau mereka sudah taat kepadamu maka janganlah kau 
mencari-cari jalan menyakiti mereka, sebab kamu sesungguhnya 
mempunyai hak terhadap isterimu dan isterimu (pun) mempunyai 
hak terhadap kamu: Adapun hak terhadap isteri-isterimu ialah 
hendaknya tidak ada yang menginjak di tempat tidurmu, orang 
yang engkau benci dan hendaklah mereka memberi izin masuk 
rumahmu kepada orang lain yang kamu tidak menyukainya, dan 
ingatlah hak mereka terhadapmu ialah hendaknya kamu memberi 
pakaian dan makanan yang layak bagi mereka”. 
 
 
2. Kriteria Nusyuz 
Untuk mengetahui kriteria nusyuz dapat dilihat dari dua hal sebagai 
berikut : 
a. Kewajiban isteri mentaati suami 
Di antara hak suami terhadap isterinya ialah ditaati dalam hal-
hal yang tidak maksiat, hendaknya isteri memimpin dan memelihara 
rumah suaminya dan hendaknya tidak ke luar rumah terkecuali atas 
izinnya. Isteri hendaknya juga mengerjakan pekerjaan rumah dan 
jangan sampai ia memerlukan seorang pembantu wanita, yang 
membuat suami terganggu olehnya dan karenanya juga ia dapat 
terjebak dalam bahaya bagi dirinya maupun anak-anaknya.
20
 
                                                 
20
 Cik Hasan Bisri, 2000, Peradilan Agama Di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, 
Jakarta. Hlm. 118. 
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Rasulullah Saw., bersabda yang diriwayatkan oleh Hakim dari 
„Aisyah, ia berkata, yang artinya : 
Diriwayatkan dari Hakim bahwasanya „Aisyah berkata : “saya 
bertanya kepada Rasulullah Saw., siapakah orang yang paling 
besar haknya terhadap perempuan?” Jawabnya : “suami” lalu 
saya bertanya : “siapakah haknya yang paling besar terhadap 
laki-laki?” Jawabnya : “ibunya”. (H.R. Hakim) 
 
Rasulullah Saw., dalam menguatkan hal ini dalam sabdanya 
yang lain, yang artinya : 
Dari Abu Hurairah, bahwa sesungguhnya Nabi Saw., bersabda: 
“Andaikan saya menyuruh seseorang sujud kepada orang lain, 
niscaya saya akan perintahkan perempuan agar bersujud kepada 
suaminya, karena begitu besar haknya kepadanya”.21 
 
Mengenai besarnya kewajiban isteri terhadap suami dapat juga 
dilihat pada surat An-Nisaa ayat (34). Di dalam surat An-Nisaa ayat 
(34) tersebut dapat diambil makna bahwa yang dimaksud dengan 
menjaga dirinya di belakang suaminya yaitu menjaga dirinya di waktu 
suaminya tidak ada. Tanpa berbuat khianat kepadanya baik mengenai 
diri maupun harta bendanya. Hal ini merupakan kewajiban tertinggi 
bagi si isteri. 
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh seorang isteri 
terhadap ketaatannya serta berbaktinya kepada suaminya, sebagai 
berikut : 
1) Senantiasa menyenangkan suami dan kasih sayang terhadap anak. 
                                                 
21
 Mu‟ammal Hamidi, dkk., 1993, Terjemahan Nailul Authur Jilid 5, PT. Bina Ilmu, 
Jakarta. Hlm. 2289. 
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2) Jika suami pergi hendaklah isteri menjaga harta dan kehormatan 
suami tidak ada di rumah, karena itu akan mendatangkan fitnah 
atau dapat merusak keharmonisan dan keakraban hubungan antara 
suami-isteri. Rasulullan Saw., bersabda yang artinya : 
Dari Said Al-Maqbiry dari Abu Hurairah r.a, berkata “Ketika 
Rasulullah Saw., ditanya : “Wanita yang bagaimana yang baik? 
Jawabnya : “ialah wanita yang menyenangkan suaminya bila 
dilihat dan yang mentaatinya bila disuruh, serta yang tidak 
mengerjakan sesuatu yang dibenci suaminya, baik yang 
menyangkut dirinya maupun hartanya”. 
 
3) Seorang isteri tidak boleh menolak ajakan suaminya untuk tidur 
bersama, sebagaimana sabda Rasulullah Saw., yang artinya : 
Dari Abu Hurairah r.a., ialah berkata : Rasulullah Saw., 
bersabda, “Apabila laki-laki mengajak isterinya ke tempat 
tidurnya kemudian dia menolak untuk datang lalu laki-laki itu 
tidur semalam dalam keadaan marah kepadanya, maka ia 
dilaknat oleh Malaikat sampai subuh”. (H.R. Ahmad, Bukhari 
dan Muslim) 
 
4) Jika ke luar rumah hendaklah meminta izin suami terdahulu, 
menjelaskan tujuanya kemana ia hendak pergi. 
b. Nusyuz isteri menurut para fuqoha 
Mazhab Hanafi berpendapat, nusyuznya seorang isteri jika ia ke 
luar rumah tanpa ada alasan yang benar dan tanpa izin suaminya, tidak 
mengabaikan kesucian (thaharah), tidak merias diri, enggan 
memuaskan suaminya secara seksual padahal tidak ada alasan yang 
dapat diterima, menyakiti anak-anak suaminya, mendoakan yang jelek 
kepada suaminya, merobek-robek pakaian suaminya, mengangkat 
suaranya ketika berselisih pendapat dengan suaminya agar didengar 
 13 
oleh orang lain, mencela suaminya atau bertindak tanpa izin suaminya, 
seperti memberikan sesuatu di luar kebiasaan.
22
 
Mazhab Maliki berpendapat bahwa nusyuz itu hanyalah sebatas 
pada keenganan isteri melakukan hubungan suami isteri, ke luarnya dia 
dari rumah tanpa izin suaminya, ketempat yang tidak harus didatangi, 
dan tindakannya meninggalkan salah satu perintah Allah Swt, seperti 
meninggalkan sholat tanpa ada alasan yang dibenarkan.
23
 
Adapun mazhab Syafi‟i berpendapat bahwa batasan nusyuz 
ialah keluarnya isteri dari garis ketaatan terhadap suaminya. Seperti 
pergi kesuatu tempat tanpa kerelaan suaminya, dan keengganannya 
memuaskan nafsu seks suami tanpa alasan yang benar. Nusyuz juga 
bisa berupa penolakan atau penampakan wajah angkernya setelah 
sebelumnya wajah berseri-seri terhadap suaminya, atau perlakuannya 
yang keras terhadap suaminya. Secara umum dapat dikatakan bahwa 
nusyuz adalah segala bentuk kecurangan isteri terhadap suaminya, 
segala hal yang bertolak belakang dengan perilaku baik dan 
menyerahkan dirinya dan segala hal yang dikategorikan sebagai bentuk 
kerusakan dalam agama dan akhlaknya.
24
 
Mazhab Hambali berpendapat bahwa nusyuz dibatasi dengan 
kecurangan yang dilakukan oleh isteri dan penolakannya memberikan 
salah satu hak suami atas dirinya untuk memuaskan nafsu seks suami. 
                                                 
22
 Kamil Musa, 1997, Suami Isteri Islam, PT. Remaja Rosdakarya, Jakarta. Hlm. 92. 
23
 Ibid. Hlm. 94. 
24
 Ibid.  
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E. Keaslian Penelitian 
Berdasarkan informasi yang ada dan penelusuran kepustakaan, baik 
dari lingkungan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu dan Universitas 
lainnya, belum ada penelitian sebelumnya dengan judul: “Perceraian 
Disebabkan Nusyuz Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-undang 




1. Dewi Sagita 
2011 
Perceraian Akibat Suami 
Menelantarkan Anak 
Dan Isteri 
1. Apa penyebab suami 
menelantarkan anak 
dan isteri ? 









Undang-undang Nomor 1 




1. Bagaimanakah analisis 
yuridis majelis hakim 
dalam menjatuhkan 
putusan perceraian di 
dalam putusan Nomor: 
0384/Pdt.G/2010/PA.
Bn ?? 
2. Apa akibat hukum dari 
perceraian tersebut, 









Nomor 1 Tahun 1974 
1. Pihak-pihak 
manakah yang dapat 
mengajukan 
perceraian akibat 
                                                 
25
 Ibid. Hlm. 95. 
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tentang Perkawinan 









Pebedaan penelitian penulis dengan penelitian yang telah dilakukan 
sebelumnya adalah sangat berbeda hal ini dapat dilihat dari materi dan 
perbuatan yang menjadi objek permasalahan, persamaannya adalah 
penyelesaian permasalahan dilakukan secara hukum di Pengadilan Agama. 
 
F. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan 
hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna 
menjawab isu hukum yang dihadapi.
26
 Jenis penelitian hukum ini adalah 
deskriptif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian deskriptif yaitu apa yang 
dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan prilaku nyata.
27
 
Penelitian ini akan memberikan suatu gambaran tentang perceraian 
disebabkan nusyuz ditinjau dari Undang-undang Perkawinan. 
2. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris 
yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan kenyataan di 
lapangan dengan mengambil data berdasarkan pengalaman responden, 
                                                 
26
 Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media 
Group, Jakarta, Hlm. 35. 
27
Soekanto Soerjono,  1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Universitas 
Indonesia, Hlm. 32. 
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dimana hukum dilihat sebagai fakta karena hukum akan berinteraksi 
dengan pranata-pranata sosial lainnya.
28
 Penelitian ini dilakukan di 
lapangan dengan mendekati masalah yang akan diteliti dengan sifat hukum 
yang nyata atau sesuai dengan kenyataan hidup dalam masyarakat. 
Penelitian hukum ini akan dilakukan di lapangan yang mengharuskan 
peneliti mengadakan kunjungan kepada hakim Pengadilan Agama dan 
berkomunikasi pasangan suami isteri yang bercerai dengan alasan nusyuz. 
Dalam pendekatan ini akan menggunakan wawancara yang termasuk 
dalam metode pengumpulan data primer. Dalam pemakaian wawancara 
mendalam disusun beberapa pertanyaan pokok yang tertulis berfungsi 
sebagai pedoman bersifat fleksibel. Selain data primer yang dikumpulkan 
melalui metode wawancara mendalam, dilakukan pula pengumpulan data 
sekunder, yaitu data yang telah ada dalam masyarakat dan lembaga 
tertentu. Misalnya menelaah buku-buku, jurnal-jurnal, dan peraturan 
perundangan yang ada kaitannya dengan penelitian. 
3. Metode Penentuan Sampel 
a. Populasi 
Populasi adalah keseluruhan objek atau individu atau gejala 
yang diteliti.
29
 Dari pengertian di atas yang menjadi populasi dalam 
penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama Klas I A Bengkulu dan 
isteri yang mengajukan permohonan perceraian. 
                                                 
28
  Ronny Hanitijo Soematro, 1998,  Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, 
GHlmia  Indonesia, Jakarta. Hlm. 10. 
29




Menurut Soerjono Soekanto, yang dimaksud dengan sampel 
adalah: “setiap manusia atau unit dalam populasi yang mendapat 
kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai unsur dalam sampel atau 
mewakili populasi yang akan diteliti”.30 Pengertian sampel menurut 
Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah : “sesuatu yang dipergunakan 
untuk menunjukkan sifat suatu kelompok yang lebih besar atau bagian 
dari populasi statistik yang cirinya dipelajari untuk memperoleh 
informasi seluruhnya”.31 Penentuan sampel dalam penelitian ini 
menggunakan metode purposive sampling yaitu pemilihan elemen 
sampel dengan cara sengaja,
32
 sehingga dalam penelitian ini sampel 
sengaja dipilih berdasarkan kriteria dan kecakapan sesuai dengan 
tujuan peneliti (sampel non random), yang menjadi sampel dalam 
penelitian ini  adalah : 
1) Ketua Pengadilan Agama Klas IA Bengkulu. 
2) 2   (dua)   Hakim Pengadilan Agama Klas IA Bengkulu. 
3) 1 (satu) Panitera Permohonan Pengadilan Agama Klas IA 
Bengkulu. 
4) 5 putusan perceraian. 
                                                 
30
 Soerjono Soekanto, Op. Cit., Hlm.172.  
31
 Depdikbud RI., 1992, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta. 
Hlm.872. 
32
 J. Supranto, 2003, Metode  Penelitian  Hukum  dan  Statistik.   Rineka   Cipta,  
Jakarta. Hlm. 23. 
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4. Metode Pengumpulan Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan 
data sekunder. 
a. Data primer 
Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan 
dengan mengadakan wawancara dengan responden sesuai dengan 
daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya dan dikembangkan 
pada saat wawancara dengan membatasi pertanyaan sesuai dengan 
aspek masalah yang diteliti. Data primer ini dipergunakan untuk 




b. Data sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian 
kepustakaan (library research). Data sekunder diperoleh dari buku-
buku, majalah-majalah, koran-koran, teori-teori hukum, peraturan-
peraturan dan internet yang berhubungan dengan objek penelitian ini 




5. Metode Pengolahan dan Analisis Data 
a. Pengolahan Data 
Dari keseluruhan data yang terkumpul diseleksi atas dasar 
reabilitas (kejujuran) maupun validitas (keabsahan). Data yang kurang 
                                                 
33




lengkap tidak dapat dipertanggungjawabkan digugurkan dan yang 
dapat dilengkapi akan diulangi penelitian pada responden. Data yang 
diperoleh baik data primer maupun sekunder dikelompokkan dan 
diklasifikasikan menurut pokok bahasan, kemudian diteliti dan 
diperiksa kembali apakah semua pertanyaan telah terjawab atau apakah 
ada relevansinya atas pertanyaan dan jawaban. Data yang telah 
diperoleh akan diolah dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:
 
 
1) Editing  data, yaitu memeriksa atau meneliti data yang telah 
diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat 
dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. 
2) Coding data, yaitu penyusunan data yang diperoleh, 
dikumpulkan untuk selanjutnya diperiksa dan diseleksi guna 
memperoleh data yang relevan dan dapat 
dipertanggungjawabkan, sesuai kenyataan serta dapat 





b. Analisis Data 
Sedangkan menurut Soerjono Soekanto bahwa  
Pendekatan kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian 
yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan 
oleh responden secara tertulis atau lisan dan prilaku nyata. Maka 
dengan mempergunakan metode kualitatif, seorang peneliti 





Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis data deskriptif kualitatif, yakni metode analisis data dengan cara 
mendeskripsikan data yang diperoleh ke dalam bentuk kalimat-kalimat 
yang baik dan benar. Dengan adanya cara berfikir induktif dan deduktif. 
                                                 
35
 Ronny Hanitijo Soemitro, Op. Cit., Hlm. 80. 
36
 Soerjono Soekanto, Op. Cit., Hlm. 178. 
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Deduktif yaitu kerangka berpikir dengan cara menarik kesimpulan dari 
data yang bersifat umum kedalam data yang bersifat khusus. Induktif yaitu 
kerangka berpikir dengan cara menarik kesimpulan dari data yang bersifat 
khusus ke dalam data yang bersifat umum. Setelah data dianalisis satu 
persatu selanjutnya disusun secara sistematis, sehingga dapat menjawab 






















A. Tinjauan tentang Perceraian 
1. Pengertian Perceraian 
K. Wantjik Saleh menyatakan bahwa di dalam Undang-undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, masalah perceraian diatur di 
dalam ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 dan tentang Tata Cara 
Perceraian di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang 
Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan diatur pada ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 36, dapat 




Cerai talak adalah seorang suami yang telah melangsungkan 
perkawinan menurut agama Islam, yang menceraikan isterinya, 
mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi 
pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan 




                                                 
37
 K. Wantjik Saleh, 1980, Hukum Perkawinan Indonesia, GHlmia Indonesia, 
Jakarta. Hlm. 37. 
38
 Ibid. Hlm. 38. 
21 
 22 
Cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu 




Perceraian dalam arti umum yang dibedakan atas thalaq dan 
fasakh, dalam bahasa Arab disebut “Furqah, jamaknya furaq; 
Furaquzawaj” berarti putusnya ikatan perkawinan”, karena tidak semua 
perceraian itu thalaq, tetapi thalaq itu sebagian dari perceraian.
40
 
Djamil Latif, menyatakan bahwa “thalaq berasal dari kata 
“thallaqa”, berarti melepaskan (umpama seekor burung) dari sangkarnya 
atau melepaskan (seekor binatang) dari rantainya; jadi menthalaq isteri 
berarti melepaskan isteri atau membebaskannya dari ikatan perkawinan, 
atau menceraikan isteri”.41 
Menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy thalak ada dua bagian, yaitu : 
Pertama, thalak raj‟i, thalak yang tidak mencabut semua hukum 
nikah, bahkan hubungan perkawinan masih dipandang ada selama 
iddah belum berakhir. Kedua, thalak bain, thalak ini ada dua : 1) 
karena wanita yang dithalak raj‟i tidak dirujuki dalam iddah dan 2) 
wanita yang belum didukhul
 (






Lebih lanjut Mohd. Idris Ramulyo, menyatakan bahwa mengenai 
perceraian dengan cara talak dapat dikemukakan beberapa hal sebagai 
berikut : 
                                                 
39
 Ibid. Hlm. 40. 
40
 Muhammad Yusuf Musa, 1956 M – 1396 H, Ahkamul Ahwaisy-Syahsiah fil Fiqhil 
Islamy, Aarul Kitab, Mesir. Hlm. 24.  
41
 Djamil Latif, 1981, Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia, GHlmia Indonesia, 
Jakarta. Hlm. 40. 
42
 T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, 1975, Fiqih Islam Mempunyai Daya Elastis, Lengkap, 
Bulat dan Tuntas, Bulan Bintang, Jakarta. Hlm. 107. 
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1. Seorang suami diakui menurut hukum mempunyai hak talak, 
yaitu berdasarkan beberapa hal tertentu berwenang 
menjatuhkan talak kepada isterinya. 
2. Asal hukum talak adalah haram kemudian karena illahnya 





Sulaiman Rasyid, menyatakan bahwa “Al-Qur‟an berulangkali 
menyebutkan kata-kata talak dengan pembatasan-pembatasannya. Dengan 
demikian menurut Al-Qur‟an suami boleh menalak apabila terdapat sebab-
sebab menghalalkannya”.44 Hadist Rasulullah yang mempersoalkan talak 
adalah diriwayatkan oleh Abu Daud, yang artinya : “Tidak ada sesuatu 
yang halal paling dimarahi Tuhan selain dari talak”. 
Di dalam  Al-Qur‟an, masalah talak dinyatakan di dalam surat Al-
Baqarah (2) ayat (227), yang artinya : 
Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka 
sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. 
 
Mohd. Idris Ramulyo, menyatakan bahwa talak adalah “suatu 
bentuk perceraian yang umum yang banyak terjadi di Indonesia, 
sedangkan cara-cara dan bentuk lain kurang dikenal, sungguhpun masih 
ada juga terdapat”.45  
Abdul 'Azhim bin Badawi al-Khalafi, menyatakan bahwa “yang 
dimaksud dengan talak adalah pemutusan tali perkawinan. Talak 
                                                 
43
 Mohd. Idris Ramulyo, Loc. Cit.  
44
 Sulaiman Rasyid, 1954, Fiqh Islam, Attahiriyah, Jakarta. Hlm. 366. 
45
 Mohd. Idris Ramulyo, 2002, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Bumi Aksara, Jakarta. Hlm. 101. 
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merupakan sesuatu yang disyar‟iatkan, dan yang menjadi dasarnya adalah 
Al-Qur‟an dan al-Hadits serta ijma”.46 
Menurut Ibrahim Hosein, “sebagian penganut hadist berpendapat 
bahwa menjatuhkan talak dengan tidak bersebab, karena perbuatan 
mendatangkan mudarat dan kesulitan terutama bagi wanita yang dicerai 
dan anak-anak yang ditinggalkan”.47 
Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan yang dilaksanakan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 
1975 diatur ada 2 (dua) macam talak, yaitu : 
1. Talak yang didaftarkan (Pasal 28 dan Pasal 29 PMA Nomor 3 Tahun 
1975). 
2. Talak yang melalui gugatan ke Pengadilan (Pasal 30 dan Pasal 31 
PMA Nomor 3 Tahun 1975). 
2. Penyebab Terjadinya Perceraian 
Penyebab yang dapat dijadikan dasar untuk dilakukan perceraian 
menurut penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 
Tahun  1975 adalah sebagai berikut :
48
 
1. Salah satu berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, 
penjudi dan lain sebagainya yang sukar ditentukan. 
                                                 
46
 Abdul 'Azhim bin Badawi al-KHlmafi, Al-Wajiz Fi Fiqhis Sunnah Wal Kitabil 
'Aziz, atau Al-Wajiz Ensiklopedi Fikih Islam dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah Ash-Shahihah, 
terj. Ma'ruf Abdul Jalil (Pustaka As-Sunnah), Hlm. 627 - 635. Browsing situs : 
http://www.hukumonline.com donlot Thursday, 11 Juni 2016. 
47
 Ibrahim Hosein, 1961, Fiqh Perbandingan dalam Masalah Talaq, Tintamas, 
Jakarta. Hlm.37. 
48
 Djamil Latif, Op. Cit., Hlm. 108-109. 
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2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun 
berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar 
kemampuannya. 
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun 
atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan 
berlangsung. 
4. Salah satu pihak mendapat cacat badan, atau penyakit yang 
mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai 
suami atau isteri. 
5. Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan 
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam 
rumah tangga. 
 
Dalam Kompilasi Hukum Islam alasan atau penyebab terjadinya 
perceraian adalah sebagai berikut :  
a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, 
penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; 
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun 
berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah 
atau karena hal lain di luar kemampuannya; 
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun 
atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan 
berlangsung; 
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan 
berat yang membahayakan pihak lain; 
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan 
akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami 
atau isteri; 
f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan 
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi 
dalam rumah tangga; 
g. Suami melanggar taklik talak; 
h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya 
ketidak rukunan dalam rumah tangga. 
 
B. Tinjauan Tentang Hukum Islam 
1. Pengertian  Hukum Islam 
Istilah Hukum Islam terdiri atas dua kata yaitu “hukum” dan 
“Islam”. Pengertian istilah hukum sampai kini tidak ada keseragaman 
 26 
tentang apa itu hukum, sebab setiap Sarjana Hukum memberikan arti yang 
berlainan.
49
  Menurut Hidjazie Kartawijaya sebagaimana dikutip oleh 
Ahmad Dahsan, hukum adalah : “ Keseluruhan tatanan yang timbul dan 
atau sengaja diadakan untuk mengatur perbuatan manusia dalam 
kehidupan bermasyarakat.
50
 Sedangkan Islam adalah wahyu (agama) yang 
diturunkan oleh Allah Swt. kepada Nabi Muhammad Saw., untuk 
diajarkan kepada umatnya sebagai pedoman hidup. Hukum Islam 
merupakan hukum Allah, yang berupa aturan Allah yang bertujuan 
mengatur hubungan manusia dengan Tuhan (ibadah) maupun hubungan 
manusia dengan masyarakat, hubungan antara manusia dan kegiatan 
manusia sehari-hari.  
Menurut Hasbi Ash-shiddieqy, timbulnya istilah hukum Islam 
nampaknya merupakan alih bahasa yang dianggap tepat sebagai pengganti 
istilah Fiqih Islam maupun syari‟at Islam, walaupun sebenarnya 
penggunaan istilah ini kurang pada tempatnya.
51
 Menurut Hasbi Ash-
shiddieqy mengatakan bahwa : “pemakaian istilah “Hukum Islam sebagai 
pengganti “Fiqih Islam kurang tepat, karena kata Hukum menurut ahli 
hukum Islam mencakup segala hukum dan segala bidang; dan tidak 
langsung menggambarkan daya ijtihad dan daya akal untuk 
memperolehnya. Sedangkan Ilmu Fiqih adalah ilmu yang diperoleh 
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Baru, Jakarta. Hlm. 10. 
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 Ahmad Dasan, 1987, Perkembangan Hukum Waris Islam Dan Pengembangan 
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dengan jalan ijtihad dan diperlukan pemahaman yang sempurna dan 
perenungan yang mendalam”. 
Menurut Taufiqurahman, hukum Islam adalah hukum yang 
bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Agama Islam sendiri 
merupakan agama samawi yang bersumber kepada Al-Qur‟an dan Sunnah 
Rosul (Hadist). Oleh karena itu untuk dapat memahami pengertian hukum 
Islam perlu dipahami apa-apa yang dikatakan hukum di dalam Al-
Qur‟an.52 Lebih lanjut Taufiqurahman mengatakan bahwa : “hukum 
menurut Al-Qur‟an jauh lebih luas daripada pengertian hukum menurut 
ilmu hukum yang dikenal dewasa ini.
53
 Menurut ilmu hukum, hukum itu 
hanya ada dalam masyarakat manusia dan hukum itu menurut bahasa Arab 
artinya kebiasaan atau jalan yang biasa ditempuh.
54
 Sedangkan ruang 
lingkup sunnatullah itu tidak hanya terbatas dalam alam semesta, tetapi 
juga mencakup hukum yang pasti, yang bersangkutan dengan pola hidup 
manusia, seperti yang sering oleh ilmu-ilmu humaniora.
55
 
2. Istilah-istilah Dalam Hukum Islam 
Di samping istilah hukum Islam, dalam sistem hukum Islam 
dikenal beberapa istilah-istilah dalam hukum Islam yaitu : 
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 Nurcholis Madjid, 1990, Taqdir Dan Sunnatullah, Bahan ceramah di IAIN 
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a. Syari'ah 
Syari‟ah, yaitu peraturan-peraturan atau norma atau hukum-
hukum yang telah ditentukan oleh Allah untuk mengatur perilaku 
manusia dalam masyarakat.
56
  Menurut M Daud Ali, perkataan 
syari‟ah jika dilihat dari segi bahasa artinya jalan menuju ke sumber 
air, yakni jalan ke arah sumber pokok kehidupan yang harus diikuti 
oleh setiap muslim.
57
 Kata yang sangat erat hubungannya dengan 
dengan syari‟ah adalah “ad-din” yang secara harfiah berarti 
“kepatuhan” dan “ketaatan”. Kalau syari‟ah merupakan penentuan 
jalan dan subyeknya sendiri adalah Allah, maka ad-din adalah tindakan 
mengikuti jalan tersebut dan subyeknya adalah manusia.
58
 
Dilihat dari segi ilmu hukum, menurut M Daud Ali, syari‟ah 
merupakan dasar-dasar hukum yang ditetapkan oleh Allah melalui 
Rasul-Nya, yang wajib diikuti oleh orang Islam berdasarkan iman yang 
berkaitan dengan dengan akhlak, baik dalam hubungannya dengan 
Allah maupun dengan sesama manusia dan benda dalam masyarakat.
59
 
Karena dasar-dasar hukum yang ada dalam Al-Qur‟an dan Hadist, 
terutama mengenai muamalah nasih bersifat umum, dan juga karena 
faktor perkembangan zaman yang senantiasa berubah-ubah, maka 
perlu adanya suatu pemahaman lebih lanjut terhadap norma-norma 
dasar tersebut. 
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b. Fikh 
Untuk memahami norma-norma dasar tersebut agar dapat 
dilaksanakan dalam praktik, diperlukan suatu disiplin ilmu. Disiplin 
ilmu yang dimaksud adalah ilmu fiqh, yang dalam bahasa Indonesia 
seringkali disebut ilmu hukum Islam.
60
   
Dari uraian di atas, dapat diambil suatu pengertian bahwa fiqh 
adalah produk hukum Islam yang dihasilkan oleh akal fikiran manusia 
melalui ijtihad dalam memahami hukum-hukum syari‟ah, yaitu norma-
norma dasar yang terdapat di dalam Al-Qur‟an dan Sunnah Rasul.61 Di 
dalam kepustakaan hukum Islam berbahasa Inggeris, istilah fihq 
diterjemahkan dengan Islamic Jurisprudence, sedangkan istilah 
syaria‟ah diterjemahkan dengan Islamic Law.62 
Menurut Taufiqurahman, hukum Islam baik dalam pengertian 
syari‟ah maupun dalam pengertian fiqh dibagi dalam dua lapangan 




Lapangan (hukum) ibadah adalah ketentuan hukum Islam yang 
mengatur tata cara manusia berhubungan dengan Allah (hubungan 
vertical), seperti melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim 
dalam mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, berpuasa dalam bulan 
Ramadhan, dan menunaikan ibadah haji. Menurut Taufiqurahman, 
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 Taufiqurahman, Op.Cit. Hlm. 5. 
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 Taufiqurahman, Ibid. 
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 M Daud Ali, Op.Cit. Hlm. 51 
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ketentuan tentang tata cara manusia berhubungan dengan Allah ini 
sifatnya tertutup, yakni tidak boleh ditambah-tambah atau dikurangi. 
Manusia tinggal melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada, 
yakni ketentuan yang telah digariskan sendiri oleh Allah dan dijelaskan 
secara rinci oleh Rasul-Nya.
64
  
Lapangan (hukum) muamalah adalah ketentuan hukum Islam 
yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lain 
(hubungan horizontal) baik secara individu maupun secara kelompok, 
dalam mewujudkan kepentingan-kepentingan sosial. Ketentuan 
mengenai muamalah ini terbatas pada yang pokok-pokok saja.
65
 Oleh 
karena itu untuk menerapkan pokok-pokok hukum muamalah dalam 
praktik kehidupan sosial perlu dijelaskan atau diperinci lebih lanjut.
66
 
Menurut ahli hukum Islam, yang termasuk ke dalam hukum 
lapangan muamalah adalah
67
 :  
1) Munakahat (hukum perkawinan); 
2) Faraid (hukum kewarisan); 
3) Muamalah (hukum privat); 
4) Jinayat atau Ukubat (hukum pidana); 
5) Siasah syar‟iyyah (hukum pemerintahan); 
6) Sirah (hukum internasional); 
7) Aqdhiyah atau mukhashamat (hukum acara/peradilan). 
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3. Sumber Hukum Islam  
Sumber hukum Islam, yang dalam kepustakaan hukum Islam di 
Indonesia seringkali disebut juga dengan dalil hukum Islam atau dasar 
hukum Islam, yang artinya sesuatu yang dipergunakan untuk menentukan 
hukum Islam
68
 atau asal (tempat) pengambilan hukum Islam,
69
 oleh Allah 
telah ditentukan sendiri sebagaimana yang terlihat di dalam Al-Qur‟an 
surat an-Nisa ayat (59), yaitu kewajiban bagi setiap muslim mentaati 
(hukum) Allah, (sunnah) Rasul-Nya, dan (keputusan) ulil amri.
70
  
Sumber-sumber hukum Islam secara keseluruhan ada tiga, yaitu Al-
Qur'an, Al-Sunah dan Ijma‟ sahabat. Namun yang disepakati para ulama 
hanya dua yaitu Al-Qur‟an dan Al-Sunah, karena ijma‟ sahabat hanya 
dirujuk oleh para ulama suni, sementara ulama Syi‟ah menolaknya.71  
Dalam pada itu, paparan rinci tentang norma-norma hukum dari 
kedua sumber hukum Al-Quran dan Al-Sunah tersebut, terutama untuk 
persoalan-persoalan di luar aspek ibadah, belum menjangkau secara tegas 
berbagai fenomena yang terjadi pasca periode awal, sehingga diperlukan 
kajian-kajian lebih lanjut untuk mengetahui ketentuan-ketentuan 
hukumnya, dengan tetap merujuk pada makna dan semangat Al-Quran dan 
Al-Sunah. 
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Untuk kepentingan kajian seperti ini, para ulama telah melahirkan 
berbagai metodologi dan pendekatan kajian hukumnya, sehingga lahir 
metodologi qias, istihsan, istishlah, al-dzari‟ah, istishab dan „uruf. 72 
a. Al-Qur'an 
Al-Qur‟an sebagaimana dinyatakan Al-Syaukani adalah, kalam 
Allah yang diturunkan kepada Rasul-Nya Muhammad ibn Abdullah, 
dalam bahasa Arab dan maknanya yang murni, yang sampai kepada 
kita secara mutawatir.
73
 Rangkaian kalam-kalam Allah tersebut kini 
telah tertuang secara sempurna dalam sebuah kitab suci yang diberi 
nama Al-Qur‟an al-karim, yang secara keseluruhan berisikan ajaran-
ajaran akidah, syari‟ah (norma-norma hukum), serta norma-norma 
akhlaq bagi umat manusia ini. Tuhan mengatur kehidupan mereka di 
dunia ini dengan ajaran ajaran yang langsung Dia turunkan lewat 
Rasul-Nya ini, dalam rangka memberi petunjuk kepada mereka agar 
memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat.
74
  
Dari total ayat A1-Qur‟an yang mencapai 6360, ayat hukum 
menurut versi penghitungan Abdu al-Wahab Khaflaf yang dikutip 
Harun Nasution, hanya mencapai 368 ayat, atau kurang lebih 5,8% dari 
total keseluruhan ayat-ayat Al-Qur‟an.75 Adapun disteribusi dari ayat-
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ayat tersebut menurut Abdu al-Wahab Khallaf sebagaimana dikutip 
oleh Dede Roshada adalah sebagai berikut : 
76
 
1) Aspek ibadah mahdhah, seperti shalat, puasa, zakat dan haji 
sebanyak 140 ayat.  
2) Aspek kehidupan keluarga, seperti perkawinan, perceraian, 
mawarits dan yang sebangsanya sebanyak 70 ayat.  
3) Aspek perekonomian yang berkaitan dengan masalah perdagangan, 
sewa-menyewa, kontrak dan hutang-piutang sebanyak 70 ayat.  
4) Aspek kepidanaan yang berkaitan dengan norma-norma hukum 
tentang pelanggaran kriminal sebanyak 30 ayat.  
5) Aspek qadha yang berkaitan dengan persaksian dan sumpah dalam 
proses pengadilan sebanyak 13 ayat.  
6) Aspek politik dan perUndang-undangan yang berkaitan dengan 
hak-hak warga negara dan hubungan pemerintah dengan warganya, 
sebanyak 10 ayat. 
7) Hubungan sosial antara umat Islam dengan non-Islam dalam 
negara Islam, serta hubungan negara Islam dengan negara non-
Islam sebanyak 25 ayat.  
8) Hubungan kaya-miskin, yakni peraturan-peraturan tentang 
pendisteribusian harta terhadap orang-orang miskin, serta perhatian 
negara mengenai hal ini. Ayat-ayat yang mengatur persoalan ini 
berjumlah 10 ayat. 
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b. Al-Sunah/Haditsh 
Sebagaimana telah disinggung di atas, bahwa sumber hukum 
kedua setelah A1-Qur‟an adalah Al-Sunah, yakni segala sesuatu yang 
datang dari Nabi Saw. Selain Al-Quran, baik berupa perkataan 
perbuatan, maupun ketetapannya yang berkenaan dengan hukum 
syara'.
77
  Menurut Adib Shaleh, bahwa istilah Al-Sunah seringkali 
dipergunakan untuk ketetapan Rasulullah mengenai hukum Islam, 
bahkan termasuk dari para sahabatnya.
78
  
Menurut Abu Rayah bahwa, : Yang dimaksud Al-Sunah dalam 
pembahasan ini terbatas pada norma-norma hukum yang dikeluarkan 
oleh Rasulullah, atau para sahabatnya yang mendapat pengesahan dari 
beliau. Akan tetapi, Al-Sunah sebagai pernyataan yuridis Rasulullah, 
terbatas pada pernyataan beliau yang terkait dengan ajaran-ajaran 
keagamaan saja. Sedang perkataan atau perbuatannya di luar itu tidak 
termasuk sunah, dan menurutnya hanyalah sebagai  irsyad.  
Lebih lanjut Abu Rayah berargumentasi bahwa Muhammad 
sebagai Rasul itu tidak makshum selain dalam konteks penyampaian 
ajaran-ajaran Tuhan.
79
 Dengan demikian, umat Islam tidak untuk 
mengikuti tradisi dan kebiasaan beliau di luar ajaran-ajaran 
keagamaannya, atau yang berkaitan langsug dengan dimensi 
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kemanusiaannya. Langkah-langkah Rasulullah memberikan penjelasan 
terhadap ajaran-ajaran A1-Qur‟an, baik melalui perkataan ataupun 
perbuatan visual, telah memperoleh legalitas dan Al-Qur‟an, bahkan 
dalam hal ini Allah menyuruh umat manusia untuk mengikuti perintah 
serta anjuran-anjurannya. Hal ini terlihat pada surah al-Hasyr ayat (7) 
yang artinya : “Terimalah apa-apa yang diberikan Rasul kepadamu, 
dan tinggalkanlah apa-apa yang beliau larang”. 
c. Ijma‟ Sahabat 
Menurut Wahbah al-Zuhaili sebagaimana dikutip oleh Dede 
Rosyada, Ijma‟ adalah kesepakatan hukum dari para mujtahid pengikut 
Nabi Muhammad setelah beliau wafat pada suatu waktu tertentu.
80
 
Melihat definisi ini, ijma‟ itu bisa dikatakan benar kalau semua 
mujtahid pada waktu itu memberikan pendapatnya, baik dengan 
perkataan, sikap, maupun perbuatan. Kemudian secara rinci, Wahbah 
al-Zuhaili menyatakan bahwa ijma‟ itu bisa dikatakan sah apabila 
memenuhi lima rukun di bawah ini, yaitu : 
81
 
1) Kesepakatan itu harus diambil oleh keseluruhan ulama mujtahid. 
Oleh sebab itu, setiap mujtahid harus diberi kesempatan untuk 
menyatakan pendapatnya. Dan kalau satu orang saja dari mereka 
berbeda pendapat, maka ijma‟nya tidak sah.  
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2) Ijma‟ itu harus dilakukan oleh para ulama secara berkelompok. 
Oleh sebab itu, ijma‟ tidak sah kalau hanya dilakukan oleh seorang 
mujtahid, walaupun pada saat itu hanya dia mujtahidnya. 
3) Tidak boleh terjadi ijma‟ murakab, yakni perpecahan pendapat 
yang membentuk kelompok-kelompok kecil, sehingga terdapat dua 
atau tiga pendapat dengan dua atau tiga kelompok ulama.  
4) Semua ulama harus menyatakan pendapatnya secara jelas, baik 
dengan perkataan maupun perbuatan. Kalau ada di antara mereka 
yang tidak menyatakan pendapatnya, maka secara ideal ijma‟ 
tersebut tidak sah.  
5) Para ulama itu harus dapat melahirkan keputusan-keputusan 














BENTU-BENTUK NUSYUZ YANG TERJADI DI MASYARAKAT  
KOTA BENGKULU 
 
A. Penyebab Terjadinya Nusyuz  
Berdasarkan hasil wawancara dengan Johan Arifin
82
, sebagai Ketua 
Pengadilan Agama Klas IA Bengkulu, memberikan penjelasan bahwa 
perkawinan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum 
Islam (KHI) adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan 
ghalidlan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan 
ibadah. 
Perkawinan pada dasarnya lebih merupakan kontrak sosial antara 
seorang pria dan wanita untuk hidup bersama yang dilandasi dengan niat 
ibadah untuk membangun dan membina rumah tangga. Terminologi mitsaqan 
ghalidlan yang berarti perjanjian yang kokoh dapat dipahami dalam al-Qur‟an 
surat al-Ahzab ayat (7) :  
... dan (ingatlah) ketika kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan 
dari kamu (sendiri), dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putera Maryam, 
dan kami telah mengambil mereka perjanjian yang kokoh.  
 
Perjanjian yang kokoh sebagaimana juga dimaksud dalam Pasal 2 
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni, perkawinan ialah ikatan lahir 
batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan 
tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 
berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Meskipun tujuan perkawinan adalah 
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untuk selama-lamanya, akan tetapi Islam memperbolehkan perceraian dengan 
alsan yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam artian 
perceraian merupakan alternatif terakhir yang boleh ditempuh apabila 
kehidupan rumah tangga tidak dapat dipertahankan, yang sebelumnya harus 
ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, baik melalui 
hakim atau melalui langkah-langkah solutif lainnya.  
Penyebab terjadinya perceraian di antaranya adalah nusyûz suami 
terhadap isteri atau nusyuz isteri terhadap suami. Nusyuz suami merupakan 
pelanggaran yang dilakukan oleh suami terhadap isteri secara mutlak. Jika 
seorang suami tidak melakukan kewajiban semisal shalat, atau melakukan 
keharaman seperti tabarruj (berpenampilan yang bertujuan untuk menarik 
perhatian wanita lain) melalaikan memberikan nafkah lahir dan batin terhadap 
anak dan isteri, melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau dengan kata 
lain telah melanggar apa yang telah dilarang oleh aturan Allah Swt, maka 
seorang isteri wajib memerintahkan suaminya untuk melaksanakan kewajiban 
dan meninggalkan keharaman tersebut. Jika tidak mau, berarti dia telah 
melakukan tindakan nusyûz. Dalam kondisi seperti ini, seorang isteri berhak 
untuk menjatuhkan meminta pendapat atau nasihat kepada kepada pengadilan, 
petugas KUA, atau imam atau para tetua di masyarakat untuk mengatasi 
keadaan rumah tangga mereka tersebut. Jika suaminya telah kembali, atau 
tidak nusyûz lagi, maka sang suami bertaubat, dan pada saat yang sama dia 
pun wajib meminta maaf dan memberikan nafkah isterinya.  
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Fauzah,
83
 selaku Hakim 
Pengadilan Agama Klas IA Bengkulu, menjelaskan bahwa nusyuz di dalam 
ajaran agama Islam lebih banyak ditujukan kepada isteri. Ketika syari‟at telah 
menetapkan hak seorang suami secara umum untuk memerintahkan isterinya 
melakukan sesuatu, atau melarangnya, syari‟at juga telah men-takhshîsh 
beberapa hal dari keumuman tersebut. Misalnya, syari‟at membolehkan 
seorang wanita untuk melakukan transaksi bisnis, mengajar, melakukan 
silaturahmi, pergi ke masjid, menghadiri ceramah, seminar, ataupun kajian. 
Dengan adanya takhshîsh ini, konteks nusyûz tersebut bisa lebih 
dideskripsikan sebagai bentuk pelanggaran seorang isteri terhadap perintah 
dan larangan suami, yang berkaitan dengan kehidupan khusus (al-hayâh al-
khâshah), dan kehidupan suami-isteri (al-hayâh az-zawjiyyah).  
Karena itu, di luar semua itu tidak dianggap nusyûz. Artinya, hal-hal 
yang berkaitan dengan kehidupan umum (al-hayâh al-'ammâh), seperti jual-
beli di pasar, atau belajar di masjid, dan hal-hal yang tidak ada kaitannya 
dengan kehidupan suami isteri tidak termasuk dalam kategori nusyûz. Jika 
suami memerintahkan isterinya menyiapkan makanan untuknya, menutup 
aurat di depan laki-laki lain, memerintahkannya shalat, puasa, mengenakan 
pakaian tertentu, atau tidak membuka salah satu jendela, tidak menjawab 
orang yang mengetuk pintu, tidak duduk di beranda rumah, mencuci pakaian 
suaminya, ke luar rumah dan lain-lain yang berkaitan dengan kehidupan 
khusus, atau kehidupan suami-isteri, maka syari‟at telah memerintahkan 
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seorang isteri untuk menaati suaminya dalam perkara-perkara tersebut. Jika 
dia melanggar dan tidak menaatinya, maka dia layak disebut melakukan 
nusyûz, dan kepadanya berlaku hukum nusyûz. 
 
B. Sanksi Perbuatan Nusyûz 
Sanksi nusyûz tersebut telah dijelaskan oleh Pembuat syari‟at. Allah 
Swt., berfirman yang artinya : 
Wanita-wanita yang kalian khawatirkan nusyûz-nya, maka nasihatilah 
mereka, tinggalkanlah  mereka di tempat tidurnya, dan pukullah 
mereka (dengan pukulan yang tidak membekas). Jika mereka menaati 
kalian maka janganlah kalian mencari-cari alasan untuk menghukum 
mereka. (Q.s. An-Nisa' [4]: 34). 
  
Jadi, bentuk sanksi tersebut adalah:  
1. Menasihatinya dan memberikan peringatan kepadanya; 
2. Meninggalkannya di tempat tidur; 
3. Memukulnya dengan pukulan yang tidak membekas.  
Semua sanksi tersebut ditetapkan sebagai solusi agar seorang isteri 
menaati suaminya. Jika suami ingin menyelesaikannya, penyelesaiannya harus 
dengan penyelesaian yang telah dinyatakan oleh syari‟at di atas. Jika dia 
menyelesaikannya dengan penyelesaian yang lain, misalnya karena faktor 
kesalahan nusyûz tadi, kemudian dia menceraikan isterinya, maka 
penyelesaian seperti ini bukan merupakan penyelesaian yang dinyatakan oleh 
syari‟at; sekalipun hukumnya mubah. 
Di samping itu, ada hal-hal yang seharusnya tetap menjadi perhatian, 
bahwa kehidupan suami-isteri harus memperhatikan terbentuknya kehidupan 
keluarga yang harmonis, dengan penuh kasih sayang dan cinta kasih. 
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Rasulullah Saw., bersabda yang artinya : Sebaik-baik kalian adalah kalian 
yang paling baik terhadap keluarganya, dan akulah orang yang terbaik di 
antara kalian terhadap keluargaku. (H.R. Muslim). 
Karena itu, fungsi kepemimpinan (qawâmah) suami terhadap isteri 
adalah fungsi kontrol yang  bersifat ri'âyah (mengurus), bukan kontrol 
pemerintahan, kekuasaan atau sultan. Dalam konteks seperti ini, wajib 
meneladani Baginda Rasulullah Saw. yang harus melihat, bagaimana beliau 
memperlakukan para isterinya, dan itulah yang seharusnya diteladani, yang 
hanya terikat dengan syari‟at, bukan dengan akal atau tradisi.   
Karena itu pula, bagi isteri-isteri yang melakukan pelanggaran 
terhadap perintah atau larangan suami di luar konteks nusyûz, jika pelanggaran 
tersebut termasuk dalam kategori maksiat kepada Allah, semisal tidak 
mengenakan pakaian dalam bentuk jilbâb di tempat umum, padahal 
berpakaian seperti ini hukumnya wajib, maka dalam konteks ini negaralah 
satu-satunya yang berhak menjatuhkan sanksi kepadanya, bukan suaminya. 
Sebab, sanksi suami hanya berhak dijatuhkan dalam konteks nusyûz, bukan 
untuk yang lain. 
Menurut Kamardi,
84
 selaku Hakim Pengadilan Agama Klas IA 
Bengkulu, berdasarkan ketentuan firman Allah Swt pada surat An-Nisaa ayat 
(34) dapat difahami bahwa dalam perkara nusyuz Allah Swt., tidak 
memberikan sanksi yang berujung pada penceraian, namun hal tersebut tidak 
menutup kemungkinan akibat nusyuz dapat terjadi perceraian. Misalnya, isteri 
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seringkali meninggalkan rumah tanpa izin suami, suami pulang kerja isteri 
tidak ada di rumah, akibat perbuatannya tersebut  isteri melalaikan 
kewajibannya terhadap suami baik kebutuhan lahir maupun batin. Akibat 
keadaan tidak di dalam kehidupan rumah tangga timbul ketidak akuran 
hubungan suami-isteri dan ditambah dengan terjadinya keributan antara 
keduanya.  
Permasalahan nusyuz yang terjadi di masyarakat di antaranya adalah 
isteri meminta izin kepada suaminya untuk bekerja di luar negeri menjadi TKI 
dan suami tidak mengizinkan. Alasan suami tidak mengizinkan adalah karena 
menjadi tenaga kerja di luar negeri tentu akan memakan waktu yang lama dan 
hal ini tentu akan berpengaruh terhadap kebutuhan suami baik lahir maupun 
batin. Permintaan isteri tersebut apabila tetap dilaksanakannya sedangkan 
suami tidak mengizinkan, maka perbuatan isteri tersebut dapat dikatakan 
perbuatan nusyuz. 
Menurut Kamardi, bahwa nusyuz suami terhadap isteri di antaranya 
suami suka mabuk-mabukan, suami suka selingkuh, suami tidak dapat 
memberikan contoh (imam) yang baik di dalam kehidupan rumah tangga.  
Pada dasarnya melakukan perkawinan itu adalah bertujuan untuk 
selama-lamanya, tetapi adakalanya sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan 
perkawinan tidak dapat diteruskan dan harus diputuskan di tengah jalan atau 
terpaksa putus dengan sendirinya, atau dengan kata lain terjadi perceraian 
antara suami-isteri. Penyebab perceraian di antaranya nusyuz suami terhadap 
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isteri, maka isteri dapat mengajukan perceraian. Perceraian yang diajukan oleh 
isteri dinamakan cerai gugat. 
Menurut Johan Arifin, bahwa para Imam Mazhab empat sepakat 
bahwa isteri tidak senang kepada suaminya lantaran keburukan pergaulan 
yang ada pada suami dapat dijadikan alasan perceraian (khuluk). Jika suami-
isteri setuju untuk melakukan khuluk tanpa sebab apapun maka hal itu sah 
akan tetapi makruh. Pendapat ini bertentangan dengan az-Zuhri, Atha‟ dan 
Dawud yang berpendapat bahwa khuluk tanpa sebab apapun adalah tidak sah. 
Muhammad Jawad Mughniyah dalam kitab fikih lima mazhab menyatakan 
bahwa khuluk hanya dibolehkan kalau ada alasan yang benar, seperti suami 
cacat badan, jelek akhlaknya atau tidak memenuhi kewajiban terhadap 
isterinya, sedangkan isteri khawatir akan melanggar hukum Allah. Jika tidak 
ada alasan yang benar hukumnya terlarang. Sebagiamana keterangan hadits 
Ahmad dan Nasa‟i dari Abu Hurairah : 
Artinya : Isteri-isteri yang minta khuluk adalah perempuan munafik. 
Para Ulama berpendapat bawha khuluk tanpa alasan hukumnya 
makruh. Pendapat sebagian besar Ulama khuluk boleh dan sah dilakukan 
dengan alasan sebagai berikut : 
1. Suami hilang atau dipenjara; 
2. Suami melampaui batas yang disyari‟atkan dalam menyakiti isteri baik 
fisik maupun psikis yang mengakibatkan isteri sengsara (dinilai secara 
kebiasaan lingkungan mereka); 
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3. Suami mengalami cacat badan yang berupa jab atau terpotongnya dzakar, 
Aniin atau impoten, gila, sopak dan kusta. 
Putusnya perkawinan yang disebabkan gugat cerai yaitu gugatan 
perceraian yang diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang 
daerah meliputi tempat kediaman penggugat. (Pasal 73 ayat (1), KHI) 
Perceraian dengan talak biasa disebut cerai talak hanya berlaku bagi mereka 
yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam. Sedangkan bagi 
perceraian dengan gugatan biasa disebut cerai gugat berlaku bagi mereka yang 
melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan bukan agama Islam. 
Namun, dalam pembahasan kali ini lebih difokuskan dari keluarga yang 
beragama Islam dan gugatan yang diajukan oleh pihak isteri atau kuasanya. 
Pada dasarnya sebab-sebab gugat cerai isteri kepada suami, karena 
diduga suami melakukan nusyuz harus sesuai dengan alasan perceraian, hal ini 
dijelaskan dalam kompilasi hukum Islam (KHI) Pasal 116 : Percerain dapat 
terjadi karna alasan atau alasan-alasan : 
1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi 
dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. 
2. Salah satu pihak meniggalkan pihak yang lain selama 2 (dua ) tahun 
berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena 
hal yang lain di luar kemampuanya. 
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 ( lima ) tahun atau 
hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. 
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4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 
mambahayakan pihak yang lain. 
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak 
dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau isteri. 
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan 
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah 
tangga. 
7. Suami melanggar taklik talak. 
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya 
ketidakrukunan dalam rumah tangga. 
Alasan yang bisa menjadikan perceraian juga tertuang dalam Pasal 19 
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang bunyi redaksinya sama 
(mulai awal isi pasal sampai huruf f) dengan Pasal 116 KHI. Bedanya dengan 
Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada redaksi Pasal 116 
KHI ada tambahan dua huruf, yakni huruf g dan h yang bunyinya sebagaimana 
di atas. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai alasan gugat 
cerai: 
1. Karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun 
berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena 
hal lain di luar kemampuannya, maka gugatan perceraian dapat diajukan 
setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan 
rumah. 
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2. Karena antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan 
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam berumah 
tangga, maka gugatan perceraian dapat diterima apabila telah cukup jelas 
bagi Pengadilan Agama akan sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran 
itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat 
dengan suami isteri tersebut. 
3. Karena suami isteri mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman 
yang lebih berat, maka penggugat cukup menyampaikan salinan putusan 
pengadilan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Johan Arifin, selaku Ketua 
Pengadilan Agama Klas IA Bengkulu, diperoleh keterangan bahwa perceraian 
merupakan perbuatan yang paling dibenci oleh Allah Swt dan Rasulullah 
Saw., namun hal tersebut diperbolehkan, apabila permasalahan rumah tangga 
jalan terbaik penyelesaiannya melalui perceraian. Seorang isteri yang telah 
berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan kehidupan rumah 
tangganya, tetapi sang suami telah melakukan perbuatan nusyuz, maka isteri 
dapat mengajukan gugatan perceraian dengan dasar gugatan cerai adalah 
suami melakukan perbuatan nusyuz.  
Berdasarkan hasil wawancara dengan Agusalim,
85
 selaku Panitera 
Permohonan Pengadilan Agama Klas IA Bengkulu, menjelaskan bahwa 
langkah-langkah yang harus dilakukan Penggugat (Isteri) atau kuasanya, 
terhadap suami yang telah melakukan perbuatan nusyuz adalah sebagai 
berikut: 
1.  a.  Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada Pengadan 
Agama/Mahkamah Syari'ah (Pasal 118 HIR,  Pasal 142 R.Bg. jo. 
Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah 
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dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009); 
  b. Penggugat dianjurkan untuk meminta petujuk kepada Pengadilan 
Agama/Mahkamah Syari'ah tentang tata cara membuat surat 
gugatan (Pasal 18 HIR, Pasal 142 R.Bg. Jo. Pasal 58 Undang-
undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 50 Tahun 2009); 
  c. Surat gugatan dapat dirubah sepanjang tidak merubah posita dan 
petitum. Jika Tergugat telah menjawab surat gugatan ternyata ada 
perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan 
Tergugat. 
2. Gugatan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah 
Syari'ah : 
  a. Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat 
(Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah 
diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009); 
  b. Bila Penggugat telah meninggalkan tempat kediaman yang telah 
disepakati bersama tanpa izin Tergugat, maka gugatan diajukan 
kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah yang daerah 
hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (Pasal 73 ayat (1) 
Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan 
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 32 ayat (2) 
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Undang-undang Nomor1 tahun 1974);  
  c. Bila Penggugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan 
diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah yang 
daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (Pasal 73 
ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah 
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009); 
  d. Bila Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di luar negeri, 
maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah 
Syari'ah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya 
perkawinan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 73 
ayat (3) Undang-undang Nomor 1989 yang telah diubah dengan 
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009). 
3. Gugatan tersebut memuat : 
  a. Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman Penggugat 
dan Tergugat; 
  b. Posita (fakta kejadian dan fakta hukum); 
  c. Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita). 
4. Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta 
bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau 
sesudah perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 86 ayat 
(1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan 
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Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009). 
5. membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat 4 HIR, 145 ayat (4) R.Bg. Jo. 
Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah 
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009), bagi yang tidak 
mampu dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo) (Pasal237 HIR, 
237 R.Bg.). 
6. Penggugat dan Tergugat atau kuasanya menghadiri persidangan 
berdasarkan panggilan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah 
(Pasal121, 124, dan 125 HIR, 145 R.Bg.). 
Proses penyelesaian perkara : 
1.  Pengguat mendaftarkan gugatan perceraian ke Pengadilan 
Agam/Mahkamah Syari'ah. 
2. Penggugat dan tergugat dipanggil oleh Pengadilan Agama/Mahkamah 
Syari'ah untuk menghadiri persidangan. 
3. a.  Tahapan Persidangan : 
    1)  Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan 
kedua belah pihak, dan suami isteri harus datang secara pribadi 
(Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah 
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009); 
    2) Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua 
belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi (Pasal 3 ayat (1) 
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PERMA No. 2 tahun 2003); 
    3) Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara 
dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, jawaban, jawab 
menjawab, pembuktian dan kesimpulan. Dalam tahap jawab 
menjawab (Sebelum Pembuktian) Tergugat dapat mengajukan 
gugatan rekonvensi (gugat balik) (Pasal 132a HIR, 158 R.Bg.); 
  b. Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah atas cerai gugat talak 
sebagai berikut : 
    1) Gugatan dikabulkan. Apabila Tergugat tidak puas dapat 
mengajukan banding melalui Pengadilan Agama/Mahkamah 
Syari'ah tersebut. 
    2) Gugatan ditolak. Penggugat dapat mengajukan banding melalui 
Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah tersebut. 
    3) Gugatan tidak diterima. Penggugat dapat mengajukan permohonan 
baru. 
4. Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka Panitera 
Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah memberikan Akta Cerai sebagai 
surat bukti cerai kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) 
hari setelah putusan tersebut diberitahukan kepada para pihak. 
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Berikut ini putusan perceraian Pengadilan Agama Klas IA Bengkulu 
dengan dasar perbuatan nusyuz suami terhadap isterinya, dengan uraian 
sebagai berikut : 
1. Perkara Nomor : 0187/Pdt.G/2009/PA.Bn. 
Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu yang memeriksa dan 
mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam persidangan 
Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang 
diajukan oleh : 
1. PENGGUGAT ASLI, umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan 
terakhir S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan 
Bogowono 2 RT.10 RW.03 No.49 BTN Kelurahan Padang Harapan, 
Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, selanjutnya disebut 
sebagai PENGGUGAT 
MELAWAN 
2. TERGUGAT ASLI, umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir 
SMA, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Jalan Kalimantan RT.05 
RW.02 Kelurahan Kampung Kelawi, Kecamatan Sungai Serut, Kota 
Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT. 
 
Pengadilan Agama tersebut. 
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara. 
Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi 
keluarga Penggugat di depan persidangan. 
 
TENTANG DUDUK PERKARANYA 
 
Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat 
gugatannya tanggal 11 Juni 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan 
Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu dalam buku register Nomor: 
0187/Pdt.G/2009/PA.Bn. tertanggal 11 Juni 2009 dengan alasan-alasan 
sebagai berikut : 
Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan 
Tergugat pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2004 di Kota Bengkulu, dengan 
wali nikah Ayah kandung Penggugat dengan mas kawin berupa 
seperangkat alat shalat dibayar tunai di hadapan Pegawai Pencatat Nikah 
Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, 
sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 411/06/ V//2004, 
tanggal 4 Mei 2004. 
Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup 
membina rumah tangga di Kota Bengkulu. 
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Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah 
melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak 
yang bernama : 
1. ANAK I, lahir tanggal 18 Juli 2004 (almarhum). 
2. ANAK II, lahir tanggal 24 April 2006 Anak tersebut sekarang ikut 
Penggugat. 
Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat 
dengan Terggugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 5 
tahun, kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang 
disebabkan : 
1. Masalah ekonomi, tidak mencukupi 
2. Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap 
3. Tergugat sering berprilaku kasar terhadap Penggugat. 
Bahwa, pada tanggal 19 Desember 2008 terjadi puncak 
perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang 
disebabkan hal-hal di atas, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut 
antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, akhirnya Tergugat 
pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tidak lama kemudian 
Penggugat juga pulang ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat 
di atas, sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah 
rumah kurang lebih 6 bulan. 
Bahwa, berdasarkan dalil-dalil yang Penggugat kemukakan 
tersebut, Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, 
karena tidak mungkin lagi akan terwujud rumah tangga yang rukun dan 
harmonis, oleh sebab itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua 
Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu melalui Majelis Hakim yang 
memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut : 
PRIMER : 
1. Mengabulkan gugatan Penggugat 
2. Menceraikan Penggugat (PENGGUGAT ASLI) dari Tergugat 
(TERGUGAT ASLI) di depan sidang Pengadilan Agama Kelas I A 
Bengkulu dengan talak satu ba'in sughra. 
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perUndang-
undangan yang berlaku. 
SUBSIDER : 
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang 
seadil-adilnya : 
Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah 
ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi 
Tergugat tidak datang dan tidak menunjuk orang lain sebagai kuasanya 
yang sah, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut pada tanggal 19 
Juni, 26 Juni dan 3 Juli 2009 Namun Tergugat tetap tidak hadir dan 
ketidak hadiran Tergugat bukan disebabkan suatu halangan yang sah. 
Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati 
Penggugat agar rukun kembali dan mempertahankan keutuhan rumah 
tangganya dengan Tergugat dan telah ditunjuk Hakim Mediator Drs. Salim 
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Muslim, berdasarkan laporan Hakim mediator tanggal 7 Juli 2009, mediasi 
tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, 
karena Penggugat tetap pada pendiriannya mau bercerai dengan Tergugat 
lalu dibacakan surat gugatan Penggugat, ternyata Penggugat tetap 
mempertahankan isi surat gugatannya. 
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, 
Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti tertulis sebagai berikut : 
1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 177108661181001 
tanggal 5 September 2005 (P1). 
2. Photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 411/06/V/2004 tanggal 4 
Mei 2004 (P2). 
Menimbang, bahwa di dalam Persidangan Penggugat telah 
menghadirkan saksi keluarga sebagai berikut : 
1. SAKSI I, umur 22 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta di PNPM 
(Program Nasional Pembangunan Masyarakat), bertempat tinggal di 
Jalan Bogowonto 2 RT.10 RW.03, Kelurahan Padang Harapan, 
Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, memberikan keterangan 
di bawah sumpah sebagai berikut : 
- Bahwa, saksi adik kandung Penggugat. 
- Bahwa, sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan 
Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat setelah itu kontrak 
di Kampung Kelawi dan terakhir tinggal di Muko-muko sejak 
tahun 2005/2006 dan tahun 2008 pindah lagi ke Bengkulu sampai 
dengan sekarang. 
- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat telah 
dikaruniai dua orang anak, satu orang anak telah meninggal dunia 
dan sekarang satu orang anak lagi ikut dengan Penggugat. 
- Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan 
Tergugat harmonis kurang 1 (satu) tahun, setelah itu mulai terjadi 
perselisihan dan pertengkaran. 
- Bahwa, saksi mengetahui sendiri perselisihan tersebut, tetapi tidak 
tahu apa sebabnya. 
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan 
Desember tahun 2008 sewaktu masih tinggal di Muko-muko. 
- Bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat 
akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan 
Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi bersatu karena 
Tergugat sudah ada isteri muda. 
2. SAKSI II, umur 19 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta di BPMD 
(Badan Pemekaran Masyarakat Desa) di Muko-Muko, bertempat 
tinggal di Jalan Bogowonto 2 RT.10 RW.003 No.49 Kelurahan Padang 
Harapan, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, memberikan 
keterangan di bawah sumpah sebagai berikut : 
- Bahwa, saksi Adik Kandung Penggugat. 
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- Bahwa, saksi tidak hadir ketika Penggugat dengan Tergugat 
menikah, tetapi saksi tahu Penggugat dengan Tergugat menikah di 
rumah orang tua Penggugat di Bengkulu. 
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah 
orang tua Penggugat setelah itu mengontrak rumah di Kampung 
Kelawi Bengkulu kemudian pindah ke rumah nenek di Muko-
Muko. 
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, 
satu orang anak telah meninggal dunia dan satu orang anak lagi 
sekarang ikut Penggugat. 
- Bahwa, Sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dengan 
Tergugat sewaktu di Kampung Kelawi harmonis lebih kurang 2 
(dua) tahun setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran 
yang disebabkan Penggugat kurang melayani Tergugat dan 
Tergugat cemburu terhadap teman kantor Penggugat yang bernama 
PRIA. 
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat terakhir berselisih dengan 
Tergugat pada saat terjadi puncak perselisihan pada bulan 
Desember tahun 2008, di mana Tergugat memukul Penggugat 
tetapi kemudian dilawan oleh Penggugat dan setelah itu Tergugat 
langsung pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang. 
- Bahwa, semenjak pergi Tergugat pernah mengunjungi Penggugat. 
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun 
lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan sekarang saksi 
tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat. 
- Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan semua keterangan 
saksi keluarga tersebut benar. 
Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan 
akhirnya tetap dengan gugatan semula dan mohon agar Majelis Hakim 
memberikan keputusan dan mengabulkannya. 
Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara dan 
untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk 
kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara perkara ini merupakan 
bagian dari putusan ini. 
 
TENTANG HUKUMNYA 
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 
sebagaimana tersebut di atas. 
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti 
P1 terbukti Pengggugat berdomisili di wilayah Yurisdiksi Pengadilan 
Agama Kelas I A Bengkulu, sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-
undang No.3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 
tahun 1989, maka gugatan Penggugat secara formil dapat diterima. 
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti 
P2 serta keterangan saksi-saksi keluarga/orang dekat Penggugat harus 
dinyatakan Pengggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang 
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sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat berkualitas untuk bertindak 
sebagai para pihak dalam perkara ini. 
Menimbanng, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah 
dan patut namun tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak 
menunjuk orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, maka 
perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat. 
Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah 
berupaya memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali 
mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat dan telah 
menetapkan Hakim Mediator Drs. Salim Muslim untuk mengupayakan 
damai melalui mediasi, bedasarkan Surat Hakim Mediator tanggal 7 Juli 
2009 yang intinya bahwa Mesdiasi tidak brhasil, maka telah terpenuhi : 
1. Maksud Pasal 82 ayat (1) dan (2). 
2. Undang-undang Nomor3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-undang 
No. 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 
Tahun 1975 jo pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo 
peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor  Tahun 2008. 
Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat telah 
menghadirkan saksi-aksi keluarga/orang dekat Penggugat membenarkan 
dalil-dalil gugatan Penggugat bahwa di dalam rumah tangga antara 
Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran 
akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal 
sampai sekarang kurang lebih satu tahun. 
Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, 
bukti surat dan keterangan saksi keluarga/orang dekat di Persidangan, 
Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut : 
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang 
sah dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama 
ANAK I dan ANAK II. 
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya harmonis 
selama lebih kurang lima tahun kemudian sering terjadi perselisihan 
dan pertengkaran, akhirnya berpisah tempat tinggal sampai sekarang 
kurang lebih enam bulan. 
- Bahwa, pihak keluarga/orang dekat sudah berusaha merukunkan 
Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan pihak 
keluarga/orang dekat tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat 
dengan Tergugat. 
Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung 
Republik Indonesia Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan 
nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara 
perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang 
mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari 
pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah 
satu pihak telah meninggalkan pihak lain namun, yang perlu dilihat dan 
menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah perkawinan itu sendiri 
apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak. 
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas 
Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat 
dengan Tergugat telah pecah, sehingga telah sulit untuk mewujudkan 
tujuan perkawinan membentuk keluarga sakinah mawaddah warohmah 
sesuai dengan Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan bunyi Pasal 
1 Undang-undang No.1 tahun 1974 joPasal 2 dan 3 KHI tidak terwujud, 
maka Mjelis berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah 
terbukti dan telah sesuai dengan dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-
undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 
No.9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukim. 
Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan 
pendapat fuqaha dalam kitab Al-Muhazzab juz 2 halaman 87 sebagai salah 
satu pertimbangan Majelis Hakim memutus perkara ini berbunyi sebagai 
berikut : 
Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka 
Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu. 
Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut 
namun tidak datang menghadap di persidangan, karena gugatan Penggugat 
beralasan dan tidak melawan hukum, sesuai denngan Pasal 149 ayat (1) 
R.Bg, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek. 
Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka 
biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan bunyi pasal 89 
ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan atas Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989. 
Mengingat, dengan memperhatikan segala peraturan PerUndang-
undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara 
ini. 
MENGADILI 
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang 
menghadap di persidangan tidak hadir. 
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek. 
3. Menceraikan Penggugat (PENGGUGAT ASLI) dari Tergugat 
(TERGUGAT ASLI) dengan talak satu ba'in sughra. 
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 
291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). 
Demikian putusan ini dijatuhkan dalam siding Musyawarah 
Majelis pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2009 Masehi bertepatan dengan 
tanggal 16 Rajab 1430 Hijriyah oleh kami Dra. FAUZA M. Sebagai Ketua 
Majelis Dra.Hj. MUSLA KARTINI M. ZEN dan Drs. SALIM MUSLIM 
masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam 
sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh 
Hakim-hakim Anggota dibantu oleh Hj. ANGGRAINI WINIASTUTI, SH. 




Berdasarkan uraian Putusan Nomor : 0187/Pdt.G/2009/PA.Bn. 
dapat dianalisis bahwa nusyuz suami terhadap isterinya adalah melakukan 
kekesaran dalam rumah tangga, tidak memberikan nafkah terhadap anak 
dan isteri secara layak dan suami telah melakukan pernikahan tanpa izin 
isteri pertama. Akibat perbuatan tersebut kehidupan rumah tangga mereka 
menjadi tidak rukun dan selalu dalam keadaan ribut. Di dalam proses 
persidangan suami tidak pernah hadir, padahal pihak pengadilan sudah 
melakukan panggilan secara layak, karena apabila masih ada niat baik dari 
suami untuk memperbaiki kehidupan rumah tangganya, tentu ia akan 
menghadiri sidang dan memohon kepada majelis hakim untuk 
memberikan kesempatan kepada mereka berdua untuk memperbaiki dan 
mempertahankan kehidupan rumah tangga mereka. Berdasarkan 
keterangan sanksi-sanksi dan isteri selaku penggugat serta pertimbangan 
hukum, maka majelis hakim mengabulkan gugatan cerai isteri secara 
verstek. Putusan ini tentu dipandang oleh majelis hakim jalan terbaik 
untuk kehidupan isteri dan ananknya dimasa mendatang. 
2. Perkara Nomor : 0220/Pdt.G/2013/PA Bn. 
Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara tertentu pada 
tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan 
putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :  
Siti Raya binti Adis umur 33 tahun, agama islam, pendidikan 
terakhir SD, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan Jalur Dua 
Simpang Kandis RT.06 RW. 02 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan 
Kampung Melayu Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat. 
 
MELAWAN 
Yetri Madi bin Ardiwan, umur 45 tahun, agama islam, 
pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jalan 
Taman Simpang Kandis RT.17 RW. 01 Kelurahan Sumber Jaya 
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Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai 
Tergugat.  
Setelah membaca surat gugatan Penggugat. 
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di depan 
persidangan :  
TENTANG DUDUK PERKARANYA 
 
Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya 
tertanggal 10 April 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan 
Agama Bengkulu dengan nomor Register: 0220/Pdt.G/2013/PABn. 
tanggal 10 - 04 - 2013 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :  
1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat 
pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2001 di Talamau Kabupaten 
Pasaman, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Gading Cempaka, Kabupaten/Kota Bengkulu, sebagaimana 
ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 191169/III/2001, tanggal 21 
Maret 2001. 
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup 
membina rumah tangga dengan bertempat kediaman di rumah 
kontrakan di Padang Serai. 
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah 
melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai keturunan 
berjumlah orang anak yang bernama :  
a. Maharani , umur 11 tahun. 
b. Ari Apriadi, umur 9 tahun.  
Anak-anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat.  
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan 
Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 10 tahun, 
akan tetapi sejak tahun 2010 mulai sering terjadi perselisihan dan 
pertengkaran terus menerus yang disebabkan :  
- Tergugat membawa perempuan nakal ke rumah di Padang Serai. 
- Tergugat juga sering melakukan kekerasan (memukul) dan sering 
marah-marah tanpa alas an kepada Penggugat. 
- Tergugat saat ini telah menikah lagi dengan perempuan tanpa 
sepengetahuan Penggugat. 
- Tergugat tidak memberi nafkah lahir maupun bathin selama 3 
bulan 10 hari terhitung surat gugatan ini diajukan.  
5. Bahwa pada bulan agustus 2010 telah terjadi puncak perselisihan dan 
pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering keluyuran 
malam. 
6. Akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan 
tempat kediaman bersama karena tidak sanggup lagi dengan perbuatan 
Tergugat. 
7. Bahwa,Tergugat pernah mengajukan cerai ke Pengadilan Agama 
Bengkulu pada tanggal 4 Juni 2012 dengan nomor register 
0287/Pdt.G/2012/PABn. 
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8. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah 
diupayakan damai tetapi tidak berhasil. 
9. Bahwa, atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah berketetapan 
hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga 
yang bahagia tidak mungkin terwujud.  
Berdasarkan alasan - alasan dan dasar - dasar sebagaimana telah 
diuraikan diatas, maka Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan 
Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili 
perkara ini memutus sebagai berikut:  
PRIMER :  
1. Mengabulkan gugatan Penggugat. 
2. Memutuskan perkawinan Penggugat (Siti Raya binti Adis) dengan 
Tergugat (Yetri Madi bin Ardiwan). 
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan 
perUndang-undangan yang berlaku.  
SUBSIDER :  
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang 
seadil-adilnya. 
Bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan Penggugat 
telah datang menghadap kepersidangan sedangkan Tergugat tidak datang 
menghadap kepersidangan, dan tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan 
disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, meskipun menurut berita 
acara panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Bengkulu nomor 
0161/Pdt.G/2013/PABn. tanggal 22 Maret 2013 yang telah dibacakan di 
persidangan dan Majelis Hakim menyatakan bahwa relaas panggilan 
Tergugat tersebut resmi dan patut. 
Bahwa pada hari sidang kedua hari kamis tanggal 16 Mei 2013 
Penggugat dan Tergugat datang menghadap kepersidangan,Majelis Hakim 
berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar dapat 
mempertahankan rumah tangganya,namun upaya tersebut belum berhasil. 
Bahwa,Tergugat menyatakan bahwa antara Penggugat dan 
Tergugat tidak lagi melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya 
suami isteri. 
Menimbang, bahwa jalannya persidangan selengkapnya telah 
termuat dalam berita acara perkara ini yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk menyingkat uraian putusan ini 




Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 
seperti diuraikan tersebut di atas. 
Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 
0220/Pdt.G/2013/PABn. yang telah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan 
Agama Bengkulu tanggal 12 April 2013, maka Majelis Hakim yang telah 
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ditunjuk dalam penetapan tersebut berhak memeriksa, mengadili dan 
memutus perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat. 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemui di persidangan 
atas keterangan Tergugat dan pengakuan Penggugat yang menyatakan 
antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi melakukan hubungan badan 
sebagaimana layaknya suami isteri maka Majelis Hakim berpendapat 
bahwa gugatan cerai Penggugat berdasarkan hukum oleh karenanya patut 
untuk dapat diterima. 
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Padal 89 ayat (1) 
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-
undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara patut dibebankan 
kepada Pemohon. 
Mengingat, segala ketentuan peraturan perUndang-undangan yang 
berlaku dan Kaidah syar'iyyah yang bersangkutan dengan perkara ini. 
 
M E N G A D I L I 
 
1. Menyatakan Gugatan Penggugat dapat diterima. 
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini 
diperhitungkan sebesar Rp. 271.000,- ( dua ratus tujuh puluh satu ribu 
rupiah).  
Demikian putusan ini dijatuhkan di Bengkulu pada hari Kamis 
tanggal 16 Mei 2013 Masehi bertepatan denga Ttd n tanggal 06 Rajab 
1434 Hijriyah, oleh kami Rozali, BA., SH sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. 
Nadimah dan Sulaiman Tami, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota 
dengan dibantu oleh Tuti Baheram, BA sebagai Panitera Pengganti. pada 
hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum 
dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat. 
 
Berdasarkan uraian Putusan Nomor : 0220/Pdt.G/2013/PA Bn., 
bahwa dapat dianalisis bahwa nusyuz suami terhadap isterinya adalah sejak 
tahun 2010 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus 
menerus yang disebabkan, suami membawa perempuan nakal ke rumah di 
Padang Serai. Suami juga sering melakukan kekerasan (memukul) dan 
sering marah-marah tanpa alas an kepada isteri. Suami saat ini telah 
menikah lagi dengan perempuan tanpa sepengetahuan isteri dan suami 
tidak memberi nafkah lahir maupun bathin selama 3 bulan 10 hari 
terhitung surat gugatan ini diajukan. 
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3. Putusan Nomor 0391/Pdt.G/2014/PA.Bn 
Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu yang memeriksa dan 
mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam persidangan 
Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang 
diajukan oleh : 
Heryanto bin Aminuddin, umur 49 tahun, Agama Islam, pendidikan 
terakhir S1, pekerjaan Karyawan BUMD, bertempat tinggal di KS. Tubun 
Blok I Komplek BTN Rimba Alas Maras RT-/RW- No. 12 Kelurahan 
Jalan Gedang Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu, dalam hal ini 
memberi kuasa kepada 1. Zuhendri, 2 . Abdul Gani Advokat dan Partners. 
Beralamat di Jl. Salak 9 No. 52 Kelurahan Padang Nangka, Kec. Singaran 
Patih, Kota Bengkulu. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juni 
2014, yang bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa baik secara 





Betty Ainun Sari binti Anwar Rivai, umur 40 tahun, agama Islam, 
pendidikan terakhir S1, pekerjaan keryawan BUMD, bertempat tinggal di 
Jalan Mayjen Sutoyo RT/RW No. 136 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan 
Ratu Agung Kota Bengkulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. 
Irwan, Julita dan Ilham Patahillah masing-masing adalah 
advokat/pengacara “Irwan dan Rekan” yang berkedudukan di Jalan 
Raflesia 2 RT. 06 No. 16 Nusa Indah Bengkulu, berdasarkan surat kuasa 
khusus tanggal 07 Juli 2014, yang bertindak untuk dan atas nama pemberi 
kuasa baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, disebut sebagai 
termohon kovensi/Penggugat Rekovensi. 
 
Pengadilan Agama tersebut. 
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini. 
Telah mendengar keterangan Pemohon dan termohon serta memeriksa 
bukti-bukti surat dan mendengar keterangan para saksi di muka sidang. 
 
TENTANG DUDUK PERKARANYA 
 
Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya 
tertanggal 19 Juni 2014, terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan 
Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 23 Juni 2014, Register 
0391/Pdt.G/2014/PA.Bn mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya 
sebagai berikut : 
1. Bahwa pemohon dan termohon telah melangsungkan pernikahan 
berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 312/31/VIII/1998 tanggal 24 
Agustus 1998 yang dikelaurkan oleh Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, pada hari Sabtu tanggal 
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22 Agustus 1998 di Kota Bengkulu, dengan status jejaka dan perawan 
di hadapan Pejabat Pelaksana Nikah (PPN) Kecamatan Gading 
Cempaka Kota Bengkulu. Wali nikah ayah kandung termohon dengan 
mas kawin seperangkat alat sholat dan 20 (dua puluh) gram emas di 
bayar tunai; 
2. Bahwa setelah nikah pemohon dan termohon membina rumah tangga 
di Kota Bengkulu dan dikanuriai seorang anak perempuan yang 
bernama Tania Ratu Atshila, lahir di Kota Bengkulu tanggal 27 Juni 
1999 dan seorang anak laki-laki yang bernama M. Ryan Al Hasby lahir 
di Kota Bengkulu pada tanggal 20 Oktober 2004; 
3. Bahwa pada awalnya pemohon dan termohon dalam membina rumah 
tangga berjalan dengan baik sebagaimana lazimnya sebuah rumah 
tangga namun sekira tahun 2007 hingga sampai kini sering terjadi 
perselisihan dan pertengkaran yang menimbulkan ketidak-tentraman 
dan kenyamanan dalam rumah tangga; 
4. Bahwa dalam menjalani bahtera rumah tangga pemohon dengan 
termohon terjadi ketidak-harmonisan hal ini disebabkan termohon 
tidak patuh kepada pemohon dan ketidak terbukaan termohon dalam 
mengelola keuangan dalam rumah tangga; 
5. Bahwa antara pemohon dan termohon ering terjadi pertengkaran 
dimana dalam peristiwa hukum tersebut termohon sering memukul, 
mencakar, kemcubit dan merobek-robek bagi pemohon, setiap kejadian 
keributan termohon mengatakan minta cerai kepada pemohon; 
6. Bahwa puncak permasalahan ini terjadi karena termohon sering 
meminjam uang dengan orang lain atau pihak ketiga tanpa 
sepengetahuan pemohon. Pinjaman uang tersebut pemohon tidak tahun 
untuk kebutuhan apa? Akibatnya sebagai besar pemohon yang 
melunasi pinjaman tersebut; 
7. Bahwa antara pemohon dengan termohon sudah pisah rumah + 1 (atu) 
tahun. Pemohon dalam penyelesaikan perselisihan rumah tangga yang 
berkepanjangan ini, sudah menyerahkan Termohon kepada orang 
taunya termohon sejak bulan juli 2013 dengan secara kekeluargaan dan 
elok. Ternyata orang tua termohon menerima dengan baik alasan 
bahwa kedua anak pemohon dan termohon merupakan tanggung jawab 
dan kewajiban berdua; 
8. Bahwa oleh karena antara pemohon dengan termohon terus menerus 
terjadi perselisihan dan pertengkaran amak tidak ada harapan akan 
hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 
Tahun 1991 jo Keputusan Manteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 
tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. 
Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah 
diuraikan di atas, maka pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan 
Agama Bengkulu melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili 
perkara ini memutus sebagai berikut : 
Perimer 
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1. Mengabulkan gugatan permohonan pemohon; 
2. Memberi izin kepada pemohon (Heriyanto bin Aminuddin) untuk 
menjatuhkan talak satu roj‟i terhadap termohon (Betty Ainun Sari binti 
Anwar Rivai) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu; 
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perUndang-
undangan yang berlaku; 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di dalam 
persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga 
Penggugat dengan Tergugat telah pecah, sehingga telah sulit untuk 
mewujudkan tujuan perkawinan membentuk keluarga sakinah mawaddah 
warohmah sesuai dengan Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan 
bunyi Pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 joPasal 2 dan 3 KHI tidak 
terwujud, maka Mjelis berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat 
telah terbukti dan telah sesuai dengan dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) 
Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan 
Pemerintah No.9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukim. 
Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan 
pendapat fuqaha dalam kitab Al-Muhazzab juz 2 halaman 87 sebagai salah 
satu pertimbangan Majelis Hakim memutus perkara ini berbunyi sebagai 
berikut : 
Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka 
Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu. 
Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut 
namun tidak datang menghadap di persidangan, karena gugatan Penggugat 
beralasan dan tidak melawan hukum, sesuai denngan Pasal 149 ayat (1) 
R.Bg, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek. 
Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka 
biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan bunyi pasal 89 
ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan atas Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989. 
Mengingat, dengan memperhatikan segala peraturan PerUndang-
undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara 
ini. 
MENGADILI 
5. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang 
menghadap di persidangan tidak hadir. 
6. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek. 
7. Menceraikan Penggugat (PENGGUGAT ASLI) dari Tergugat 
(TERGUGAT ASLI) dengan talak satu ba'in sughra. 
8. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 
291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). 
Demikian putusan ini dijatuhkan dalam siding Musyawarah 
Majelis pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2009 Masehi bertepatan dengan 
tanggal 16 Rajab 1430 Hijriyah oleh kami Dra. FAUZA M. Sebagai Ketua 
Majelis Dra.Hj. MUSLA KARTINI M. ZEN dan Drs. SALIM MUSLIM 
masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam 
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sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh 
Hakim-hakim Anggota dibantu oleh Hj. ANGGRAINI WINIASTUTI, SH. 
sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri 
Tergugat. 
 
Berdasarkan uraian Putusan Nomor : 0187/Pdt.G/2009/PA.Bn. dapat 
dianalisis bahwa nusyuz suami terhadap isterinya adalah melakukan 
kekesaran dalam rumah tangga, tidak memberikan nafkah terhadap anak 
dan isteri secara layak dan suami telah melakukan pernikahan tanpa izin 
isteri pertama. Akibat perbuatan tersebut kehidupan rumah tangga mereka 
menjadi tidak rukun dan selalu dalam keadaan ribut. Di dalam proses 
persidangan suami tidak pernah hadir, padahal pihak pengadilan sudah 
melakukan panggilan secara layak, karena apabila masih ada niat baik dari 
suami untuk memperbaiki kehidupan rumah tangganya, tentu ia akan 
menghadiri sidang dan memohon kepada majelis hakim untuk 
memberikan kesempatan kepada mereka berdua untuk memperbaiki dan 
mempertahankan kehidupan rumah tangga mereka. Berdasarkan 
keterangan sanksi-sanksi dan isteri selaku penggugat serta pertimbangan 
hukum, maka majelis hakim mengabulkan gugatan cerai isteri secara 
verstek. Putusan ini tentu dipandang oleh majelis hakim jalan terbaik 
untuk kehidupan isteri dan anaknya dimasa mendatang. 
4.   Perkara Nomor : 1547/Pdt.G/2009/PA.BKL. 
Bahwa duduk perkaranya adalah isteri meminta izin kepada 
suaminya untuk bekerja di luar negeri menjadi TKI dan suami tidak 
mengizinkan. Alasan suami tidak mengizinkan adalah karena menjadi 
tenaga kerja di luar negeri tentu akan memakan waktu yang lama dan hal 
ini tentu akan berpengaruh terhadap kebutuhan suami baik lahir maupun 
batin. Berikut ini uraian kasusnya : 
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Bahwa Harwan bin Alamsyah (Penggugat) menikah dengan 
Sukmawati binti Marwandi (Tergugat). Bahwa Penggungat dan Tergugat 
telah melaksanakan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah 
Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, sebagaimana 




Dasarkan suami mengajukan gugatan  perceraian ke Pengadilan 
Agama Klas I A Bengkulu, adalah isteri melalaikan kewajibannya baik 
lahir maupun batin. Surat gugatannya bertanggal 27 Oktober 2009 yang 
terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Bengkulu Nomor: 
1547/Pdt.G/2009/PA.BKL tanggal 27 Oktober 2009 telah mengemukakan 
hal-hal sebagai berikut : 
1. Bahwa pada tanggal 05 September 1996, Penggungat dengan Tergugat 
telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat 
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, 
sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 
326/23/IX/1996 tanggal 05 September 1996; 
2. Bahwa sebelum menikah Penggungat berstatus duda dan Tergugat 
berstatus janda tidak mempunyai anak; 
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggungat dengan Tergugat 
bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dengan alamat 
sebagaimana tersebut di atas selama 6 tahun dan telah berhubungan 
sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 
seorang anak, bernama Sastra Wijaya (laki-laki), umur 11 tahun, 
sekarang ikut Penggugat; 
4. Bahwa sejak tahun 2002 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat 
mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang 
disebabkan Tergugat yang pamit untuk mencari kerja ke luar negeri 
(Malaysia), akan tetapi sampai dengan sekarang sudah 6 tahun 
lamanya Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib batin 
sebagai seorang isteri kepada Penggugat, Tergugat sudah tidak peduli 
lagi dengan Penggugat dan anaknya; 
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada 
pada bulan September 2009 Tergugat yang pulang dari Malaysia dan 
langsung minta pernikahan antara Penggugat dan Tergugat diakhiri 
dengan perceraian, karena memang selama sekian tahun antara 
Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan lahir batin; 
6. Bahwa atas sikap atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa 
sangat menderita lahir dan batin dan oleh karenanya Penggungat tidak 
rela dan berkesimpulan bahwa Tergugat adalah isteri yang tidak 
bertanggungjawab;  
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul 
dalam penyelesaian perkara ini. 
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar 
Ketua Pengadilan Agama  Klas I A Bengkulu memeriksa dan mengadili 
perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya : 
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Primer : 
1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 
2. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi; 
3. Menetapkan jatuh talak satu khul‟i Tergugat terhadap Penggugat; 
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat; 
Subsider : atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya 
Pada persidangan yang ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di 
persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut 
sesuai relas panggilan nomor : 1547/Pdt.G/2009/PA.BKL tanggal 30 
Oktober 2009 dan tanggal 10 November 2009 tidak pernah hadir sendiri 
atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dan menghadap di 
persidangan. 
Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun 
kembali serta berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, 
kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap 
dipertahankan oleh Penggugat. Untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, 
Penggungat mengajukan surat-surat bukti berupa : 
a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah tertanggal 05 September 1996 Nomor : 
05 September 1996 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dibuat 
dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan 
Selebar Kota Bengkulu. 
b. Fotokopi KTP a.n. Tergugat, Nomor 3504147007700001 tertanggal 19 
September 2007. 
Di samping itu, Penggugat juga menghadapkan saksi- saksi sebagai 
berikut: 
Saksi I : Sulistiani binti Modo, umur 35 tahun, agama Islam, 
pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Pagar Dewa 
Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, di bawah sumpah memberikan 
keterangan sebagai berikut : 
a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi 
adalah tetangga satu desa dengan mereka dan saksi tahu mereka adalah 
suami isteri sah yang pernikahannya dilaksanakan sekitar bulan 
September 1996; 
b. Bahwa saksi tahu semula rumah tangga mereka berjalan harmonis 
hingga dikaruniai keturunan, namun sejak tahun 2002 keadaan rumah 
tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi 
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat yang pamit 
untuk mencari kerja ke luar negeri (Malaysia), akan tetapi sampai 
dengan sekarang sudah 6 tahun lamanya Tergugat tidak pernah 
memberikan nafkah wajib batin sebagai seorang isteri kepada 
Penggugat, Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan Penggugat dan 
anaknya; 
c. Bahwa saksi tahu sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah 
yang hingga kini telah berlangsung selama 6 tahun lamanya dan 
selama itupula antara keduanya tidak pernah berhubungan lagi; 
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d. Bahwa saksi sudah berkali - kali menasehati Penggugat dan Tergugat 
agar bersabar menyelesaikan permasalah tersebut dengan baik, namun 
keduanya sudah tidak dapat disatukan lagi. 
Saksi II : Marjan bin Sulam, umur 60 tahun, agama Islam, 
pekerjaan PNS PU, tempat kediaman di Kelurahan Pagar Dewa 
Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, di bawah sumpah memberikan 
keterangan sebagai berikut : 
a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi 
adalah kakak ipar Penggugat dan saksi tahu mereka adalah suami isteri 
sah yang pernikahannya dilaksanakan sekitar bulan September 1996; 
b. Bahwa saksi tahu semula rumah tangga mereka berjalan harmonis 
hingga dikaruniai keturunan, namun sejak sejak tahun 2002 rumah 
tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi 
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat yang pamit 
untuk mencari kerja keluar negeri (Malaysia), akan tetapi sampai 
dengan sekarang sudah 6 tahun lamanya Tergugat tidak pernah 
memberikan nafkah wajib baik lahir maupun batin kepada Penggugat, 
Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan Penggugat dan anaknya; 
c. Bahwa saksi tahu sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah 
yang hingga kini telah berlangsung selama 6 tahun lamanya dan 
selama itupula antara keduanya tidak pernah berhungan lagi; 
d. Bahwa saksi sudah berkali - kali menasehati Penggugat dan Tergugat 
agar bersabar menyelesaikan permasalahan tersebut dengan baik, 
namun keduanya sudah tidak dapat disatukan lagi. 
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat 
tidak keberatan. Penggugat tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi dan 
mohon putusan. Untuk melengkapi uraian putusan ini ditunjuk berita acara 
persidangan perkara ini. 
Persidangan perceraian yang dipimpin oleh Hakim Ketua Majelis  
Salim Muslim. Adapun dasar pertimbangan hukum hakim memutus 
perkara perceraian dengan alasan telah terjadi perbuatan nusyuz 
senagaimana diatur di dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 84 
ayat (1) yang menyebutkan bahwa : “Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia 
tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah jo Pasal 83 ayat 
(1) yang menyebutkan bahwa : “Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah 
berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh 
hukum islam”, dengan dasar pertimbangan hukum sebagai berikut : 
Berdasarkan Relas Panggilan Nomor : 1547/Pdt.G/2009/PA.BKL 
tanggal 30 Oktober 2009 dan tanggal 10 November 2009 Tergugat telah 
dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak pernah hadir sendiri atau 
menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dan menghadap di 
persidangan tanpa alasan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 
125 HIR perkara ini harus diputus dengan verstek. 
Bahwa di dalam persidangan majelis hakim telah memberikan 
nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali serta berdamai dengan 
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Tergugat, akan tetapi tidak berhasil; Menimbang, bahwa berdasarkan surat 
bukti, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat telah 
terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat dan Tergugat adalah 
pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara tersebut. 
Dasar atau yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan 
cerai adalah adanya perbuatan nusyuz sebagaimana disebutkan di dalam 
ketentuan Pasal 83 ayat (1) dan Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, 
dimana perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yaitu Tergugat tidak 
pernah memperdulikan dan tidak pernah melaksanakan kewajibannya 
selayaknya isteri kepada Penggugat selama 6 tahun lebih, maka Penggugat 
merasa tidak rela. 
Meskipun perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek yang 
menurut ketentuan Pasal 125 HIR tanpa adanya pembuktian, namun 
demikian karena perkara ini perkara perceraian yang tidak semata-mata 
dicari siapa yang salah dan siapa yang benar dan demi menghindari aress 
kebohongan besar sesuai dengan kehendak Pasal 163 HIR maka majelis 
tetap mewajibkan adanya alat bukti lain. 
Berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan 
para saksi di persidangan telah ditemukan fakta hukum bahwa rumah 
tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi 
sejak tahun 2002 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah 
karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan 
Tergugat yang pamit untuk mencari kerja ke luar negeri (Malaysia), akan 
tetapi sampai dengan sekarang sudah 6 tahun lamanya Tergugat tidak 
pernah melayani suaminya selayaknya dalam hubungan suami isteri yang 
hidup rukun dan damai, Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan 
Penggugat dan anaknya. 
Penggugat telah mengajukan gugatan yang intinya keberatan dan 
tidak rela terhadap perlakukan Tergugat, maka hal tersebut harus 
dipertimbangkan bahwa Penggugat sangat bersungguh-sungguh dalam 
gugatannya. 
Berdasarkan hasil musyawarah majelis hakim, maka pendapat 
majelis, bahwa berdasarkan proses persidangan dapat diketahui bahwa 
syarat-syarat taklik talak telah  terpenuhi dan gugatan Penggugat patut 
dikabulkan. Dengan demikian, majelis hakim memberikan putusan sebagai 
berikut :  
a. Menyatakan, bahwa Tergugat yang dipanggil dengan patut untuk 
menghadap persidangan, tidak hadir; 
b. Mengabulkan gugatan Penggungat dengan verstek; 
c. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi. 
Menetapkan jatuhnya talak satu khul'i kepada Tergugat 
(Sukmawati binti Marwandi) terhadap Penggugat (Harwan bin Alamsyah). 
Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar 




5. Perkara No. 430/Pdt.G/2009/PA.BKL. 
 
Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili 
perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam 
perkara yang diajukan oleh Penggugat PL bin LP 38 tahun, Agama Islam, 
Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Belakang Pondok Rt 01 No. 14, 
Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu.  
Menggugat OP binti RA, umur 21 tahun, Agama Islam, Pekerjaan 
Tani, Bertempat tinggal di Belakang Pondok RT 02 No. 14, Kecamatan 
Ratu Agung, Kota Bengkulu.  
Berdasarkan surat gugatannya tertanggal 27 Agustus 2009 yang 
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu tanggal 30 
Agustus 2009 Nomor: 430/Pdt.G/22009/ PA.BKL. Telah mengajukan 
alasan sebagai berikut: 
1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 
September 2004 di hadapan Pejabat KUA Kecamatan Ratu Agung 
Kota Bengkulu, sebagaimana yang tersebut dalam kutipan Akta nikah 
Nomor: 276/27/IX/2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ratu 
Agung Kota Bengkulu tanggal 27 September 2004; 
2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat telah 
kumpul baik (ba‟da dukhul) dan tinggal bersama di rumah orang tua 
Penggugat di Dusun Batur Timur, selama 1 bulan namun dalam 
perkawinan tersebut belum dikaruniai seorang anakpun; 
3. Bahwa rumah tangga yang baik hanya berlangsung 2 minggu lamanya 
setelah itu dalam kehidupan rumah tangga sering terjadi percekcokan 
dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan lagi hal 
tersebut disebabkan karena Tergugat sering marah-marah tanpa sebab 
yang jelas serta sering berperilaku dan berkata kasar kepada 
Penggugat; 
4. Bahwa puncak percekcokan dan pertengkaran terjadi pada bulan 
November 2004 yaitu Tergugat telah menyemprot wajah Penggugat 
dengan obat nyamuk. Setelah itu Tergugat pergi meninggalkan 
kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat pulang 
ke rumah orang tuanya di Desa Batur sampai sekarang tidak pernah 
kembali sehingga sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah 
dalam keadaan pisah ranjang dan rumah kurang lebih selama 2 tahun 
10 bulan serta selama itu pula Tergugat tidak pernah menengok 
Penggugat sebagai suaminya; 
5. Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat maupun keluarga Penggugat 
sudah berusaha menemui Tergugat untuk membicarakan masalah 
rumah tangga ini namun Tergugat tidak mau bahkan marah-marah dan 
berkata terserah Penggugat saja; 
6. Bahwa dengan demikian maka rumah tangga Penggugat tidak mungkin 
dapat dipertahankan lagi karena Tergugat melakukan nusyuz terhadap 
suaminya, perbuatan nusyuz isteri ini sebagaimana diatur dalam 
ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 84 ayat (1) yang 
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menyebutkan bahwa : “Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau 
melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah jo Pasal 83 ayat (1) 
yang menyebutkan bahwa : “Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah 
berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh 
hukum Islam”, dengan demikian telah cukup alasan bagi Penggugat 
untuk mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Agama 
Bengkulu. 
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada 
Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Cq. Mejelis Hakim yang memeriksa 
perkara ini berkenan kiranya memeriksa dan menjatuhkan putusan dalam 
perkara tersebut sebagai berikut: 
1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 
2. Menetapkan syarat nusyuz Tergugat terdapat pada angka 3, 4, dan 5 
telah terwujud; 
3. Menetapkan jatuh talak satu khul‟i Tergugat (OP binti RA) kepada 
Tergugat (PL Bin LP);  
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum. 
Pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat dan Tergugat 
telah datang menghadap di persidangan dan majelis hakim telah berusaha 
dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat 
akan tetapi tidak berhasil, terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat 
telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 12 November 
2009, yang pada pokoknya sebagai berikut : 
1. Bahwa Tergugat belum pernah marah-marah dan belum pernah terjadi 
percekcokan dengan Penggugat; 
2. Bahwa puncak percekcokan dan pertengkaran di Bulan November 
tidak pernah terjadi; 
3. Bahwa Tergugat tidak pernah menyemprot obat nyamuk dan hal 
tersebut adalah fitnah; 
4. Bahwa selama pisah, Penggugat belum pernah datang ke rumah 
Tergugat, namun keluarga Tergugat sudah datang ke rumah Penggugat 
namun kedua orang tua Penggugat marah-marah dan tidak mau diajak 
damai. 
5. Bahwa kalau Penggugat tidak bersedia lagi damai maka Tergugat tidak 
berkeberatan untuk bercerai. 
Terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah 
menyampaikan replik tertulis tertanggal 19 November 2009 sedangkan 
terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah pula menyampaikan 
duplik secara tertulis tertanggal 17 Desember 2009. Untuk memperkuat 
dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti, berupa foto 
kopi bermaterai  Kutipan Akta Nikah Nomor: 276/27/IX/2004 yang 
dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu tanggal 27 
September 2004, telah pula menghadirkan saksi-saksi di persidangan. 
Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat 
membenarkannya dan Tergugat telah pula menghadirkan pihak 
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keluarganya MI Bin SS. Dari bukti dan saksi-saksi yang dihadirkan 
ditemukan fakta kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai 
berikut : 
1. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 
September 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 
276/27/IX/2004 yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Ratu Agung 
Kota Bengkulu tanggal 27 September 2004 dan Penggungat 
mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah 
berlangsung;  
2. Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah kumpul baik 
serumah selama 1 bulan di rumah orang tua Penggugat, dalam keadaan 
ba‟da dukhul namun belum dikaruniai anak; 
3. Bahwa selama mengarungi bahtera rumah tangga Penggugat dan 
Tergugat pernah terlibat perselisihan, sehingga berakibat pada 
kepulangan Tergugat ke rumah orang tuanya sejak November 2004 
sampai saat ini; 
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama ini telah berpisah rumah 
selama sekurang-kurangnya 2 tahun 10 bulan dan selama dalam 
keadaan berpisah tersebut Tergugat tidak pulang lagi ke rumah, telah 
membiarkan dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seoarang 
isteri kepada Penggugat; 
5. Bahwa Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dan sudah tidak 
bersedia lagi untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan 
Tergugat. Terhadap keterangan keluarga Tergugat tersebut Tergugat 
dan Penggugat tidak berkeberatan. Selebihnya Tergugat tidak pernah 
hadir kembali di persidangan, sehingga upaya damai yang dilakukan 
oleh keluarga Tergugat, tidak dapat diketahui hasilnya. 
Pokok permasalahan perkara ini adalah alasan rumah tangga 
Penggugat dan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang 
terus menerus disebabkan masalah sikap Tergugat yang sering marah 
tanpa sebab, serta berkata dan berperilaku kasar. Penggugat setelah akad 
nikah pada hakekatnya adalah talak bersyarat yang sewaktu-waktu dapat 
diberlakukan apabila telah terpenuhi hal-hal yang telah disyaratkan oleh 
Penggugat tersebut, karena Penggugat termasuk suami yang berhak atas 
kewajiban batin dari Tergugat dan bahwa pisahnya Penggugat dan 
Tergugat telah berlangsung sekurang-kurangnya 2 tahun 10 bulan, sedang 
selama itu Tergugat telah menelantarkan Penggugat dan tidak memberikan 
kewajiban batin kepada Penggugat. Oleh karena itu dapat ditetapkan talak 
satu khul‟i Penggugat jatuh kepada Tergugat. Gugatan Penggugat cukup 
beralasan, karena dianggap telah memenuhi Pasal 39 Undang-undang 
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) 
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas 
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal 116 
huruf (f), Pasal 84 ayat (1) Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di 
Indonesia, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan.  
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Berdasarkan hal tersebut maka dalam hal ini Majelis Pengadilan 
Agama Bengkulu pada tanggal 10 Maret mengadili : 
1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 
2. Menetapkan syarat nusyuz telah terpenuhi; 
3. Menetapkan jatuh talak satu khul‟i Tergugat (OP binti RA) kepada 
Tergugat (PL Binti LP); 
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp.306.000,- Kepada Penggugat; 
Berdasarkan perkara taklik talak di atas, dapat dianalisis menurut 
pendapat para hakim pengadilan Agama Bengkulu.  
Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Nadhifah,
86
 
diperoleh keterangan bahwa gugatan cerai Penggugat dengan dasar 
gugatan pelanggaran taklik talak dikabulkan dikarenakan rumah tangga 
Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan 
pertengkaran, kemudian pada bulan November Tergugat menyemprotkan 
obat nyamuk kepada Penggugat yang akhirnya Tergugat kembali ke rumah 
orang tuanya hingga berlangsung selama 2 tahun 10 bulan, selama itu 
Tergugat tidak pernah kembali ke rumah bersama, telah membiarkan dan 
tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat. Penggugat tidak rela 
dan kemudian mengajukan gugatan cerainya ke Pengadilan Agama.  
Gugatan tersebut telah dikuatkan Penggungat dengan mengajukan 
bukti dan saksi-saksi. Kendati Tergugat membantah sebagian dalil gugatan 
Penggugat, namun dari bukti dan saksi yang dihadirkan Tergugat terbukti 
telah melanggar taklik talak 1, 2, dan 4, dan Penggugat tetap berteguh hati 
untuk bercerai meski Tergugat berkeberatan untuk bercerai. Majelis hakim 
juga telah berusaha mendamaikan keduanya namun tidak berhasil. Maka 
dengan menilik kembali tujuan perkawinan yang disebutkan Pasal 1 
Undang-undang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak 
mungkin tercapai.  
Gugatan Penggugat dianggap telah memenuhi Pasal 39 Undang-
undang Perkawinan, Pasal 19 PP. No 9 tahun 1975 huruf (f) serta Pasal 
116 huruf (f), yang menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi dengan 
alasan alasan sebagai berikut : “Antara suami isteri terus menerus terjadi 
perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun lagi 
dalam rumah tangga”. 
 
Gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena Penggugat dapat 
membuktikan kebenaran gugatannya melalui bukti berupa Kutipan Akta 
Nikah No 276 /27/IX/2004 yang membuktikan bahwa Tergugat adalah isteri 
sah dari Penggungat. Maka dalam hal ini suami memiliki hak untuk 
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 Nadhifah, Hakim Pengadilan Agama Klas I A Bengkulu, wawancara tanggal 3 
November 2009. 
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mengajukan gugatan. Hakim menetapkan syarat nusyuz terpenuhi hal ini 
didasarkan pada keterangan saksi yang telah dihadirkan oleh Penggugat 
maupun Tergugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat 
telah berpisah selama lebih dari 2 tahun. Hal ini jelas melanggar ketentuan 
bahwa suami-isteri wajib saling melindungi dan memberikan segala sesuatu 
keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Suami sesuai 
dengan penghasilannya menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman 
bagi isteri, serta biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan 



















Berdasarkan uraian pada bab hasil penelitian dan pembahasan, maka 
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Bentuk nusyuz yang menjadi penyebab perceraian di Pengadilan Agama 
Klas I A Bengkulu adalah meliputi suami melalaikan kewajiban 
memberikan nafkah lahir dan batin terhadap isteri secara layak, suami 
melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan suami menikah lagi tanpa 
persetujuan isteri. 
2. Faktor yang menjadi alasan hakim dalam mempertimbangkan nusyuz 
suami sebagai penyebab perceraian bagi suami isteri di Pengadilan Agama 
Klas I A Bengkulu pada Perkara Nomor : 0187/Pdt.G/2009/PA.Bn. dan 
Nomor : 0220/Pdt.G/2013/PA Bn adalah sering terjadi perselisihan dan 
pertengkaran terus menerus, penyebabnya, suami selingkuh. Suami juga 
sering melakukan kekerasan (memukul) dan sering marah-marah tanpa 
alasan kepada isteri. Suami menikah lagi dengan perempuan lain tanpa 
sepengetahuan isteri dan suami tidak memberi nafkah lahir maupun bathin 
terhadap isteri. 
B. Saran 
Perkawinan merupakan sesuatu yang sangat sakral bagi semua 
manusia, oleh karena itu di dalam pelaksanaanya harus dipersipkan dengan 
baik, dan atas dasar suka sama suka dan ada keinginan untuk hidup bersama 
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membentuk sebuah keluarga yang bahagia, sehingga tidak terjadi putusnya 
hubungan perkawinan mereka yang dapat mengakibatkan retaknya hubungan 
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